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ABSTRAK 

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan 

Berbuat Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur 

(Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) 

 

Oleh 

ABDULLAH HABIB NASUTION 

 

Pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu kejahatan 

yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang 

terjadi di Lampung ialah kasus pada putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk 

dalam kasus ini terdakwa MY melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan 

berbuat cabul kepada anak di bawah umur yang dilakukan kepada dua orang yang 

menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. 

 

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dan 

yuridis normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa hasil dari 

membaca memahami dan menganalisa doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, 

peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia, serta bahan hukum 

lainnya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah studi kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN 

Tjk telah sesuai dengan teori Pertanggungjawaban pidana yakni bahwasannya 

terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan juga pada 

terdakwa tidak dimiliki diagnosis gangguan secara mental maupun jiwa 

sebagaimana yang diatur pada pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang 

melakukan tindak pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah 

umur yang dilakukan pada dua korban sebagaimana yang tercantum pada putusan 

Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk telah memenuhi unsur delik yang termuat pada 

pasal Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

 

Kata Kunci : Anak, Pertimbangan Hakim,  Kekerasan Seksual 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Juridical Review of Violent Crimes 

Committing Obscenity to Minors 

(Case Study of Decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) 

 

By 

ABDULLAH HABIB NASUTION 

 

The perpetrators of crimes of sexual violence against children are one of the 

crimes that often occur in Indonesia. One example of a case of sexual violence 

that occurred in Lampung is the case in decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN 

Tjk. In this case, the defendant MY committed a violent crime by committing 

obscenity to minors which was committed against two victims. from the crime. 

In this study the approach method used is empirical juridical and normative 

juridical. The data used in this research is the result of reading, understanding and 

analyzing doctrine, legal principles, norms, laws and regulations of the Republic 

of Indonesia, as well as other legal materials. The method of collecting data in this 

study is library research and field research. The data analysis used in this study is 

qualitative analysis and conclusions are drawn using the inductive method. 

The results of this study indicate that the decision number 1562/Pid.Sus/2019/PN 

Tjk is in accordance with the theory of criminal responsibility, namely that the 

defendant has been proven to have committed an unlawful act and also the 

defendant does not have a diagnosis of mental or mental disorder as stipulated in 

Article 44 Criminal Code. The act of the defendant who committed the criminal 

act by committing obscenity against minors which was committed on two victims 

as stated in the decision Number 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk has fulfilled the 

elements of the offense contained in Article 82 (1) of the Law -Law of the 

Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of 

Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second 

Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law 

Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. 

Keywords: Children, Judge Considerations, Sexual Violence 
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MOTTO 

 

 

“No Pain No Gain.” 

(Jane Fonda) 

 

 “Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.” 

(Sutan Sjahrir) 

 

“Be your self and enjoy your life.” 

(A.H. Nasution) 
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I.   Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan pondasi utama suatu bangsa serta penerus pedang kejayaan 

Negara tercinta maka dari itu anak harus diperlakukan dengan sangat baik dan di 

didik dengan benar agar dapat menjadi penerus yang solid bisa memajukan 

bangsa. Dalam usaha medidik anak menjadi penerus bangsa yang baik maka kita 

sebagai orang yang lebih dewasa harus melindungi dan meminimalisir segala 

kemungkinan yang dapat menyebabkan anak menjadi korban suatu tindak 

kejahatan. 

  

Di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: 

Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki 

harkat ..dan martabat sebagai manusia seutuhnya 

 

Dan juga telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan terkait azas tujuan bahwa : 



 
 

2 
 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera”. 

 

Manusia dalam hidup bermasyarakat memiliki norma-norma tersendiri dan segala 

tindakan telah dikelompokkan kedalam golongannya tersendiri yaitu baik dan 

buruk atau hitam dan putih. Perbuatan perbuatan tertentu yang diyakini 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak baik atau tercela yang mana perbuatan 

tersebut meresahkan serta mengganggu kenyamanan masayarakat maka perbuatan 

tersebut merukan suatu bentuk kejahatan. Tindak kejahatan di masyarakat 

semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu hal itu tidak dapat dihindari 

seiring dengan perkembangan imu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir 

manusia. Semakin abstrak dan kompleksnya masyarakat dewasa maka hal itu 

bukan tidak memungkinkan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang 

tentrntu melakukan berbagai kejahatan. Dengan berbagai macamnya golongan 

dan jenis kejahatan dalam KUHP makan banyak juga kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini kepentingan hukum tersebut 

dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:1 

1) Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen) 

2) Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen) 

3) Kepentingan hukum negara (staatsbelangen). 

 

Telah banyak cara telah dilakukan untuk meminimalisir kejahatan yang ada pada 

masyarakat, akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan bisa hilang dari kehidupan 

masyarakat sosial. Kejahatan memang tidak akan pernah bias hilang dari 

                                                             
1 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Malang:RajaGrafindo Persada,2000, 

hal 2 
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masyarakat sosial, karena ia tumbuh dan melekat serta mengembangkan 

bentuknya sejalan dengan kebudayaan manusia dan manusia melakukannya 

sebangai bentuk salah satu sub pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak 

pernah di harapkan akan tumbuh dan berkembang oleh masyarakat meskipun 

begitu kelahirannya selalu ada dalam masyarakat sebab salah satu anggota 

masyarakayt tersebut melakukannya. 

 

Fenomena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sosial ialah kejahatan 

berupa kekerasan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas 

norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional. Menurut Hilman 

Hadikusuma dalam bukunya bahwa kejahatan terhadap kesusilaan artinya 

kejahatan terhadap keadaban, yaitu kejahatan terhadap kehalusan dan kebaikan 

budi pekerti atau tingkah laku.2 

 

Kekerasan  seksual ialah sebuah tindakan asusila yg disebabkan oleh seksualitas. 

Secara umum merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan 

yang mana seseorang ataupun sekelompok orang yang sengaja merusak 

kesopanan dan keanggunan seseorang di depan umum atau orang lain tidak atas 

kemauan orang yg bersangkutan, melakukan tindakan tersebut dengan memaksa 

dan juga berbagai bentuk ancaman. Kekerasan seksual merupakan tindak 

kejahatan yang dapat menimpa semua kalangan baik tua, muda dan bahkan anak-

anak sekalipun, dan tidak memandang jenis ras, bentuk wajah, bentu tubuh dan 

jenis kelamin siapa saja dapat menjadi korban tindakan tercela ini.  

                                                             
2 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni,2004, hal 125 
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Kekerasan seksual itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan seksual 

berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat: 

1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ 

seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang 

menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. 

2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban 

tidak menghendaki. 

3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akuai, merendahkan dan 

atau menyakitkan. 

4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan 

atau tujuan tertentu. 

5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi 

ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 

6) Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan 

alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. 

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti 

komentar verbal, gurauan porno seperti ekpresi wajah, gerakan tubuh ataupun 

perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban 

bersifat melecehkan dan atau menghina korban.3 

 

Kekerasan seksual yang beragam biasa terjadi dikarenakan kelainan seksual 

sesorang, hal tersebut menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan 

menggunakan object lain. Salah satu kelainan seksual ialah pedophilia. 

                                                             
3 A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra 

Wacana Media, halaman 151. 
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Pedhophilia kelainan seksual yang mana penyandangnya memuaskan hasrat 

seksualnya kepada anak-anak sebagai objectnya. Pedophilia merupakan suatu 

bentuk patologi sosial. Perdophilia telah merebak di masyarakat dan menjadi 

suatu polemik serta ancaman yang nyata dan berpontensi kepada norma-norma 

sosial sehingga bisa mengancam kehidupan dalam bermasyarakat serta 

kertetibannya. Dalam kasus tindak pidana pedophilia pelaku juga mencederai 

norma sosial bermasyrakat dan juga mencederai norma kesusilaan, dikarenakan 

tindak pidana tersebut dilakukan dengan sangat tidak wajar. Tindakan pedophilia 

itu sering dilakukan oleh oerang dewasa kepada anak-anak untuk memuaskan 

hasrat seksual yang dimilikinya dan mendapatkan kepuasan darinya. Meskipun 

undang-undang telah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan 

menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak. Namun dalam realitanya, ternyata Pasal-Pasal 

tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi 

pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan 

menngancam anak-anak.4  

 

Pedophilia itu sendiri sebagai bentuk perwujudan dari kejahatan memiliki  

beberapa karateristik sebabagimana yang telah di tkemukakan oleh Ron O'grady 

dalam sebuah artikelnya, tiga ciri eksrem pedophilia yaitu :5 

                                                             
4 Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak 
5 http://www.mhmic.org/sources/grady.htm | Ron O’Grady. Eradicating pedophilia: Toward the 

humanization of society. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 
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1) Pedofilia Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai 

hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, 

pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan. 

2) Pedofilia Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga 

dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan. 

3) Pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, 

seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban 

Pedophilia dalam memuaskan melakukan variasi aktifitas seksual yang di lakukan 

kepada anak, mulai dari melucuti pakaian anak, eksibisionis (memamerkan 

anggota vital tubuh pada orang), melakukan oral bersama anak-anak dan 

melakukan hubungan intim dengan anak. Dan beragam aktivitas seksual lain yang 

bervariasi termasuk stimulasi oral pada anak, melakukan penetrasi pada mulut 

anak, melakukan foreplay dan penetrasi pada vagina dan anus dengan jari atau 

benda asing.  Dan biasanya korban kekerasan seksual ini dibungkan dengan di 

ancam agar tidak membeberkan perbuatan tersebut ke orang lain. Para pedophilia 

biasa sebelum melakukan aksinya melakukan pendekatan kepada koraban dengan 

beragam iming-iming yang di tawarkan. 

 

Negara Indonesia secara hukum telah disadari sebenarnya banyak memberikan 

bebagai bentuk usaha dan perhatian terhadap anak- anak. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang 

anak, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Bukan hanya itu Negara Indonesia juga ikut serta dalam menandatanganin 

konvensi tentang hak-hak anak (convention on the right of the child) pada tanggal 
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26 januari 1990 sebagai hasil dari siding umum yang di adakan oleh Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB) dan Presidan RI meratifikasi dengan keputusan Nomor 36 

Tahun 1990, serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Anank. Akan tetapi 

realita yang dijalani jaminan kepada pemenihan hak-hak agar anak bisa hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta dapat berpatisipasi dengan maksimal sesuai denga 

harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari 

berbagai ancaman tindak kekerasan dan juga berbagai bentuk diskriminasi masih 

hanya sebatas wacana kehidupan dan fiksi realita. 

  

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan dengan berbagai macam 

bentuk  modus. Ada yang membujuk korban dengan uang, menawarkan akan 

membelikan korban sesuatu yang menarik perhatian korban, atau sengaja 

mengajak korban untuk bermain kemudian melakukan kekerasan seksual, dan ada 

yang memanfaatkan jabatan untuk memperdayai anak-anak mengancam, 

mengelabui baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan untuk melakuakan 

perbuatan seksual. Dengan berbagai macam modus tersebut yang digunakan oleh 

pelaku kemudian mengajakkorban ketempat amat untuk melakukannya atau 

melakukannya ditempat tempat pelaku membujuk korban dan meraba serta 

mencabuli tubuh korban. Dari berbagai macam kasus yang banyak terjadi, 

sebagaian besar peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh ana terjadi di 

rumah atau tempat tinggal.  

Kasus-kasus pedohpilia seperti ini sangat teramat disayangkan dapat menimpa 

anak serta cucu seseorang, yang mana anak seharusnyaa dijaga, dirawat, di beri 

kasih sayang, diberi cinta, dilindungi, dididik dengan baik dan benar akan tetapi 
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menjadi ojeck perbuatan yang tidak senonoh. Hal tersebut juga membuktikan 

bahwasannya penegakan hukum diindonesia masih sangat minim dari pewujudan 

kata sempurna dan baik dalam hal melindungi hak-hak anak. Maka dari itu dalam 

menegakan hukum harus  benar-benar menjadi bentuk suatu kewajiban yang tidak 

dapat untuk di tawar-tawar oleh siapapun itu. 

 

Sebagai mana yang kita ketahui  begitu banyaknya tindak kejahatan yang 

menimpa anak-anak di Indonesia termasuk kejahatan kekerasan sesual. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melaporkan bahwasannya terdapat 

2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode januari- juni 2022. Rinican 

kasus tersebut berasal dari pengaduan masyrakat sebanyak 1.444 dan aduan dari 

media sebanyak 566. Kasus kasus yang tercatat di KPAI (Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia) meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, anak korban 

bencana, korban konflik, korban perebutan hak asuh, korban penculikan, korban 

kekerasan seksual, sampai korban perdagangan manusia.6  

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendata bahwa sepanjang bulan 

januari hingga bulan juli pada tahun 2022 terdapat 12 kasus pelecehan seksual 

terhadap anak yang mana kasus tersebut terjadi di lembaga pendidikan, data 

tersebut didapat dari hasil pemantauan oleh komisioner KPAI (Komisi 

Pemberantas Perlindungan Anak) dari media massa berdasarkan kasus yang 

keluarga korban laporkan ke pihak kepolisian. Dari 12 kasus kekerasan seksual 

yang terjadi tercatat bahwa 3 (25 persen) terjadi di sekolah dalam wilayan 

                                                             
6 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-

indonesia-pada-semester-i-2022 diakses pada tanggal 7 Desember 2022 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022
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KemendukbudRistek dan 9 (75 persen) terjadi di suatu sekolah di bawah 

kewenangan Kementrian Keagamaan. Dan di lihat dari tingkat pendidikan yang di 

tempuh bahwa terdapat 2 kasus yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar, 1 kasus 

yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama, 5 kasus yang terjadi di pondok 

pesantren, dan 3 kasus yang terjadi di madrasah tempat mengaji atau tempat 

ibadah, serta 1 kasus yang terjadi di tempat kurus musik bagi anak Taman Kanan-

Kanak dan sekolah dasar. Total keseluluran anak yang menajadi korban kekerasan 

seksual (Pedophile) pada 12 kasus tersebut berjumlah 52 anak ang mana 16 orang 

(31 persen)  terjadi pada anak laki-laki dan 36 orang (69 persen)  terjadi pada anak 

perempuan dan rentang usia korban dari tindakan tersebut diantara 5-17 tahun. 

Sementara pelaku berjumlah 15 orang yang mana terdiri dari 12 orang guru 

diantaranya guru pendidikan agama dan Pembina eskul, guru music, guru kelas, 

guru ngaji dll , serta  1 pemilik pesantren, 1 anak pemilik pesantren dan 1 kakak 

kelas korban.7 

 

Sedangkan data menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dari bulan januari hingga September 2022 bahwa terdapat 17.150 kasus 

kekerasan. 15.759 perempuan menjadi korban tindak kekerasan terbuat dan 2.729 

laki-laki juga menjadi korban kekerasan. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi 

kepada anak baik di ruang public sekolah maupun di rumah tempat yang 

seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka. Seorang anak di bawah 

umur usia 15 tahun diduga menjadi korban kejahatan perdangangan manusia yang 

mana anak tersebut du jadikan pekerja seks komersial di Jakarta Barat hal ini 

                                                             
7 https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-

anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022  Diakses pada tanggal 7 Desember 2022 
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terjadi pada 17 Sebtember 2022 lalu. Dan masih diminggu kedua September 

seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban aski para pedophlia 

untuk memuaskan hasrat seksual mereka, diduga JH telah mengalami tindakan 

pelecehan seksual selama beberapa tahun kebelakang yang mana berarti kejadian 

yang dialami oleh JH sudah lama dan masih terjadi sampai terungkap, kejadian ini 

terjadi tapatnya di Medan Sumatra Utara. Pengurus Yayasan Fortune Community 

mengungkapkan fakta bahwasannya kasus ini pertama kali terungkap dikarenakan 

korban mengalami sakit dan tidak juga kunjung sembuh. Setelah pemeriksaan di 

rumah sakit diketahui hasil dari pemeriksaan bahwa korban menderita penyakit 

HIV/AIDS, setelah dilakukan visum serta wawancara pada korban maka 

terbongkarlah korban telah mengalami tindak kekerasan seksual sejak usia enam 

tahun dan pelaku yang melakukan tindakan keji tersebut ialah orang-orang 

terdekat korban. 8 

 

Korban dari tindakan pedophilia biasanya mengalami dampak psikologis yang 

membuat mereka trauma dan hal tersebut juga mempengaruhi fisiknya. Yang 

mana hal tersebut membuat anak menjadikan anak merasa taku, semakin terpuruk, 

dan bahkan bisa menyebabkan korban memiliki dendam kepada pelaku atw 

menggeneralisasi gender pelaku dan menyimpan dendam ketika dewasa kelak 

akan melampiaskan dendamnya yang pernah dialainya dulu tanpa .memikirkan 

konsekuensi yang dia hadapi. Factor utama terjadinya tindakan pedophilia 

biasanya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan, 

                                                             
8 https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-
di-
indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%2Dlaki
%20sebanyak%202.729%20orang. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 

https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%2Dlaki%20sebanyak%202.729%20orang
https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%2Dlaki%20sebanyak%202.729%20orang
https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%2Dlaki%20sebanyak%202.729%20orang
https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Pemberdayaan,laki%2Dlaki%20sebanyak%202.729%20orang
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rendahnya pendidikan, dan bahakan sering juga pelaku ialah orang terdekat dari 

korban yang mengalami tindakan tersebut. 

 

Makadari itu  dengan maraknya tindakan pedophilia berupa pencabulan, 

pelecehan, bahkan persetubuhan yang dialami oleh anak-anak di kota besar 

termasuk Bandar Lampung. Hampir setiap muncul berbagai macam berita tentang 

terjadinya tindakan pedophilia yang mana pelakunya ialah pemuda yang sudah 

legal secara umur, baik itu mahasiswa ataupun pekerja. Dan hal tersebut tidak 

hanya di lakaukan oleh pemuda tetapi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki 

dewasa yang memiliki kelainan seksual, penyakit hina yang mengidap di otak 

mereka disebabkan oleh hancurnya pola hidup dan cara berpikir menyebabkan 

anak-anak sebagai korban dari tindakan mereka. Hal ini sangat amat teramat 

memprihatinkan masyarakat Negara Republik Indonesia tercinta dan termasuk 

masyarakat kota Bandar Lampung. 

 

Berdasar uraian di atas sangat menarik minat penulis untuk melakukan 

penenelitian atas kasus yang memiliki putusan tersebut dengan memilih judul : " 

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Berbuat Cabul 

Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 

1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk)" 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah Negara Indonesia mengatur tindak pidana kekerasan seksual 

berupa pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap anak ?  

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana 

dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur (Kasus Putusan 

Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penulisan ini pada kajian bidang hukum pidana khususnya 

mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam perspektif 

hukum positif. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Bandar 

Lampung, Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2022. 
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C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Dilihat dari permasalahan yang di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana Negara Indonesia mengatur tindak pidana 

kekerasan seksual berupa pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap 

anak 

2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak 

pidana dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak di bawah umur Kasus 

Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) 

 

2. Kegunaan Penelitian 

  

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan 

pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis yaitu: 

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak . 
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b. Secara Praktis : 

Secara praktis sebagai bahan pemikiran masukan kepada aparat penegak 

hukum dalam menegakan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual 

terhadan anak dibawah umur. Sumbangan pemikiran dan bahan informasi 

bagi para peminat dan peneliti untuk melakukan penelitian sejenis secara 

lebih mendalam dan lingkup yang lebih luas. 

  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Keralngkal teoritis aldallalh konsep-konsep yalng sebenalrnyal merupalkaln albstralksi 

dalrihalsil pemikiraln altalu keralngkal alcualn yalng aldal paldal dalsalrnyal untuk 

mengaldalkalnidentifikalsi terhdalp dimensi yalng dialnggalp relevaln oleh peneliti . 

setialp penelitialnselallu disertali pemikiraln-pemikiraln teoritis. Hall ini kalrenal aldalnya l 

hubungaln timball ballik yalng eralt alntalral teori dengaln kegialtaln pengumpulaln, 

pengolalhaln, alnallisis daln kontruksi daltal. Keralngkal teoritis merupalkaln susuna ln 

dalri beberalpal alnggalpaln, pendalpalt, calral, alturaln, alsals. keteralngaln sebalgali salla lh 

saltu kesaltualn yalng logis yalng menjaldi alcualn,lalndalsaln,daln pedomaln untuk 

mencalpali tujualn dallalm penelitialn daln penulisaln9. 

 

                                                             
9 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT.Citra Aditya 

Bakti..hlm 73 
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a. Teori Dalsalr Pertimbalngaln Putusaln Halkim. 

 

Dallalm memutus putusaln, aldal beberalpal teori yalng digunalkaln oleh halkim. Menurut 

Malckenzie, aldal beberalpal teori altalu pendekaltaln yalng dalpalt dipergunalkaln oleh 

halkim dallalm mempertimbalngkaln penjaltuhaln putusaln dallalm sualtu perkalral, yalitu 

sebalgali berikut: 

1) Teori Keseimbalngaln: Yalng dima lksud dengaln keseimbalngaln disini aldalla lh 

keseimbalngaln alntalral syalralt-syalralt yalng ditentukaln oleh undalng-undalng daln 

kepentingaln pihalk-pihalk yalng tersalngkut altalu berkalitaln dengaln perkalral.  

2) Teori Pendekaltaln Seni daln Intuisi: Pejaltuhaln putusaln oleh halkim merupalkaln 

diskresi altalu kewenalngaln dalri halkim. Sebalgali diskresi,dallalm penjaltuhaln 

putusaln, halkim alkaln menyesualikaln dengaln kealdalaln daln hukumaln yalng 

waljalr balgi setialp pelalku tindalk pidalnal altalu dallalm perkalral perdaltal, halkim 

alkaln melihalt kealdalaln pihalk yalng berperkalral, yalitu penggugalt daln tergugalt, 

dallalm perkalral perdaltal, pihalk terdalkwal altalu Penuntut Umum dallalm perkalra l 

pidalnal. Penjaltuhaln putusaln, halkim mempergunalkaln pendekaltaln seni, lebih 

ditentukaln oleh instink altalu intuisi dalripaldal pengetalhualn dalri halkim. 

 

3) Teori Pendekaltaln Keilmuwaln: Titik tolalk dalri ilmu ini aldallalh pemikiraln 

balhwal proses penjaltuhaln pidalnal halrus dilalkukaln secalral sistemaltik daln 

penuh kehalti-haltialn khususnyal dallalm kalitalnnyal dengaln putusaln-putusaln 

terdalhulu dallalm ralngkal menjalmin konsistensi dalri putusaln halkim. 
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4) Teori Pendekaltaln Pengallalmaln: Pengallalmaln dalri seoralng halkim merupalkaln 

hall yalng dalpalt membalntunyal dallalm menghaldalpi perkalralperkalral yalng 

dihaldalpinyal sehalri-halri. 

5) Teori Raltio Decindendi: Teori ini didalsalrkaln paldal lalndalsaln filsalfalt yalng 

mendalsalr yalng mempertimba lngkaln segallal alspek yalng berkalitaln dengaln 

pokok perkalral yalng disengketalkaln kemudialn mencalri peralturaln perundalng-

undalngaln yalng relevaln dengaln pokok perkalral yalng disengketalkaln sebalgali 

dalsalr hukum dallalm penjaltuhaln putusaln sertal pertimbalngaln halkim halrus 

didalsalrkaln paldal motivalsi yalng jelals untuk menegalkkaln hukum daln 

memberikaln kealdilaln balgi palral pihalk yalng berperkalral. 

6) Teori Kebija lksalnalaln: teori ini menekalnkaln balhwal pemerintalh, malsyalralkalt, 

kelualrgal daln oralng tual ikut bertalnggung jalwalb untuk membimbing, 

membinal, mendidik daln melindungi terdalkwal, algalr kelalk dalpalt menjaldi 

malnusial yalng bergunal balgi kelualrgal, malsya lralkalt daln balngsalnyal.10 

 

b. Teori Pertalnggungjalwalbaln Pidalnal. 

 

Jonkers menyaltalkaln balhwal kemalmpualn untuk dalpalt dipertalnggung jalwalbaln tida lk 

dalpalt dipalndalng sebalgali balgialn dalri tindalk pidalnal, tetalpi bila l tidalk alda l 

pertalnggungjalwalbaln, malkal merupalkaln allalsaln penghalpusaln pidalnal.11 Dallalm hall 

ini pentingnyal pertalnggungjwalbaln kalrenal aldalnyal kesallalhaln altalu perbualtaln 

                                                             
10 Menurut mackenzie sebagaiamana dikutuip Ahmad Rifai 2010.. Penemuan Hukum. Jakarta : 

Sinar Grafika. hlm 102. 
11 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 

152. 



 
 

17 
 

pidalnal. Pertalnggungjalwalbaln pidalnal halnyal alkaln terjaldi jikal sebelumnyal telalh alda l 

seseoralng yalng melalkukaln tindalk pidalnal. Seballiknyal, eksistensi sualtu tindalk 

pidalnal tidalk tergalntung paldal alpalkalh aldal oralng-oralng yalng paldal kenyaltalalnnya l 

melalkukaln tindsk pidalnal tersebut.12  

Hukum pidalnal aldallalh balgialn dalri keseluruhaln hukum ya lng berlalku di sualtu 

negalral, yalng mengaldalkaln dalsalr-dalsalr daln alturaln untuk:  

1) Menentukaln perbualtaln yalng tidalk boleh dilalkukaln daln dilalralng, denga ln 

disertali alncalmaln altalu salnksi yalng berupal pidalnal tertentu balgi balralng sialpa l 

yalng melalnggalr lalralngaln tersebut. 

2) Menentukaln kalpaln daln dallalm hall-hall alpal kepaldal merekal yalng telalh 

melalnggalr lalralngaln-lalralngaln itu dalpalt dikenalkaln altalu dija ltuhi pidalna l 

sebalgalimalnal yalng telalh dialncalm. 

3) Menentukaln dengaln calral balgalimalnal pengenalaln pidalnal itu dalpalt dilalksalnalka ln 

alpalbilal aldal oralng yalng disalngkal telalh melalnggalr lalralngaln tersebut. 

 

2) Konseptuall 

 

Konseptuall aldallalh Keralngkal yalng menggalmbalrkaln hubungaln alntalra l 

Konsepkonsep khusus yalng merupalkaln kumpulaln dalri alrti – alrti yalng berkalitaln 

dengaln istilalh – istilalh yalng ingin altalu alkaln diteliti. Dibalwalh ini alkaln di uralika ln 

pengertialn daln istilalh yalng alkaln di balhals dallalm penelitialn.:  

                                                             
12 Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada 

pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta, 2011, hlm. 35. 



 
 

18 
 

a) Pertimbalngaln Hukum aldallalh sualtu pendalpalt halkim yalng didalsalrkaln palda l 

peralturaln perundalng-undalngaln mengenali dalmpalk balik daln buruk sualtu 

putusaln halkim.13 

b) Halkim aldallalh pejalbalt peraldilaln negalral yalng diberi kewenalngaln oleh 

undalngundalng untuk mengaldili.14 

c) Pidalnal penja lral aldallalh sualtu pidalnal berupal pembaltalsaln kebebalsaln bergeralk 

dalri seoralng terpidalnal, yalng dilalkukaln dengaln menutup oralng tersebut di 

dallalmsebualh lembalgal pemalsyalralkaltaln, dengaln mewaljibkaln oralng itu untuk 

mentalalti semual peralturaln taltal tertib yalng berlalku di dallalm lembalga l 

pemalsyalralkaltaln yalng dikalitkaln dengaln sualtu tindalkaln taltal tertib balgi meruka l 

yalng telalh melalnggalr peralturaln tersebut.15 

d) Penyimpalngaln seksuall merupalkaln calral yalng ditempuh seseoralng untuk 

mendalpaltkaln kenikmaltaln seksuall dengaln jallaln yalng tidalk sewaljalrnyal. 

Bialsalnyal calral yalng digunalkaln oralng tersebut menggunalkaln objek yalng tidalk 

waljalr.16 

e) Pedofilial merupalkaln perilalku yalng menyimpalng dallalm berhubungaln seksuall, 

yalkni perilalku yalng condong menyukali alnalk kecil.17 

 

 

 

                                                             
13 Mulyadi Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm 14 
14 Tim penghimpun Redaksi Sinar Grafika. 2005. KUHAP dan KUHP. Sinar Grafika. hlm 200 
15 P.A.F. Lamintan. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico. hlm 69 
16 Dianawati, A. 2003. Pendidikan Seks untuk Remaja. Tangerang: Kawan Pustaka. hlm 75 
17 Hendra Akhdhiat dan Roesleny Marlina. 2011. Psikologi Hukum. Bandung : CV Pustaka Setia. 

hlm 214 
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E. Sistemaltika l Penulisaln  

 

Sistemaltikal penulisaln ini memualt perincialn secalral keseluruhaln terhaldalp skripsi 

ini dengaln tujualn algalr mempermudalh pemalhalmaln, yalng disaljikaln dengaln sebalga li 

berikut:  

I. PENDAlHULUAlN  

Merupalkaln balb yalng mencalkup laltalr belalkalng, permalsallalhaln, tujualn da ln 

malnfalalt, keralngkal teoritis daln konseptuall, sertal sistemaltikal penulisaln.  

II. TINJAlUAlN PUSTAlKAl  

Merupalkaln balb pengalntalr yalng berisi penjelalsaln mengenali pengertialn-

pengertialn umum dalri pokok balhalsaln 

III. METODE PENELITIAlN  

Merupalkaln balb yalng membalhals mengenali metode yalng digunalkaln dalla lm 

penelitialn ini. Meliputi pendekaltaln malsallalh, sumber daln jenis daltal, prosedur 

pengumpulaln daln pengolalhaln daltal, sertal alnallisis terhaldalp daltal yalng diperoleh. 

IV. HAlSIL PENELITIAlN DAlN PEMBAlHAlSAlN  

Merupalkaln balb yalng berisikaln penjela lsaln daln pembalhalsaln mengenali halsil 

penelitialn dalri permalsallalhaln yalng aldal dallalm penelitialn ini 

V. PENUTUP  

Merupalkaln balb teralkhir dallalm penelitialn ini ya lng memualt kesimpulaln dalri 

uralialn pembalhalsaln yalng aldal paldal balb-balb sebelumnyal sertal salraln salraln dalri 

penulis sebalgali allternaltif dalri penyelesalialn dalri permalsallalhaln yalng berkalitaln 

dengaln halsil penelitialn yalng dihalralpkaln dalpalt bermalnfalalt balgi pihalk-pihalk 

yalng memiliki kepentingaln terkalit dengaln penelitialn yalng telalh penulis lalkukal 



 
 

 

 

II.   TINJAlUAlN PUSTAlKAl DAlN PROFIL INSTAlNSI 

 

Al. Tinjalualn Umum 

 

1. Tindalk Pidalnal 

 

Tindalk pidalnal dialmbil dalri istilalh dallalm balhalsal laltin dalitu delictum, daln juga l 

dallalm balhalsal belalndal diistilalhkaln dengaln stralfbalalrfeut daln dallalm balhalsa l 

indonesial diterjemalhkaln dengaln istilalh yalng berbedal seperti delik, perbualtaln 

pidalnal, peristiwal pidalnal, tindalk pidalnal, pelalnggalraln pidalnal, perbualtaln yalng 

boleh dihukum, daln perbualtaln yalng dalpalt dihukum. Pengertialn Stralfbalalrfeit 

menurut beberalpal salrjalnal :  

1) Menurut Rusli Effendy yalng dimalksud dengaln stralfbalalrfeit aldallalh ”pebualtaln 

yalng oleh hukum pidalnal dilalralng daln dialncalm dengaln pidalnal, ba lgi 

balralngsia lpal melalnggalr lalralngaln tersebut” untuk itu disebut peristiwal pidalnal.  

2) Delik oleh W.J.S Poerwaldalrmintal, dialrtikaln dengaln kejalhaltaln, pelalnggalraln, 

dosal, kesallalhaln. Berdalsalrkaln pengertialn tersebut malkal tindalk pidalnal, 

delictum, altalu stralfbalalrfeit dalpalt dialrtikaln dengaln sebualh tindalkaln yalng 
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dipalndalng sebalgali sualtu kejalhaltaln altalu pelalnggalraln yalng pelalkunnya l 

dialncalm dengaln salnksi pidalnal.18  

3) Menurut Sialnturi yalng menggunalkaln istilalh peristiwal pidalnal, menyaltalka ln 

balhwal ”peristiwal pidalnal aldallalh sualtu ralngkalia ln peristiwal altalu altalu ralngkalialn 

perbualtaln malnusial yalng bertentalngaln dengaln Undalng-Undalng altalu 

perbualtaln-perbualtaln lalinnyal, terhaldalp perbualtaln dialdalkaln tindalkaln 

penghukumaln”.  

4) Simons merumuskaln Stralfbalalrfeit aldallalh ”sualtu tindalkaln melalnggalr hukum 

yalng dengaln sengaljal telalh dilalkukaln oleh seseoralng yalng dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln altals tindalkalnnyal, yalng dinyaltalkaln sebalgali dalpalt 

dihukum” 19 

5) .J. valn Scralvendijk, merumuskaln perbualtaln yalng boleh dihukum aldalla lh 

”kelalkualn oralng yalng begitu bertentalngaln dengaln keinsyalfaln hukum sehingga l 

sehinggal kelalkualn itu dialncalm dengaln hukumaln, alsall dilalkukaln oleh seoralng 

yalng kalrenal itu dalpalt dipersallalhkaln”  

6) Moeljaltno, yalng menggunalkaln 2 (dual) istilalh yalitu delik daln perbualtaln 

pidalnal, dengaln memberikaln rumusaln sebalgali berikut :  

”Delik aldallalh perbualtaln pidalnal yalng dila lralng oleh sualtu alturaln hukum, 

lalralngaln malnal disertali alncalmaln (salnksi) yalng berupal pidalnal tertentu balgi 

balralng sialpal yalng melalnggalr lalralngaln tersebut. Dalpalt jugal dikaltalkaln balhwa l 

perbualtaln pidalnal aldallalh perbualtaln yalng oleh sualtu alturaln hukum dilalralng 

daln dialncalm pidalnal alsall saljal dallalm paldal itu diingalt balhwal lalralngalnnya l 

                                                             
18 Poerwadarminta, 1989. Kamus Modern Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 299 
19 Simons, D., 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana, (Titel Asli: Leerboek van Het Nederlandse 

Strafrecht), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung: Penerbit Pioner Jaya. Hlm 125 
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ditujukaln paldal perbualtaln, (yalitu sualtu kealdalaln altalu kejaldialn yalng 

ditimbulkaln oleh kelalkualn oralng) sedalngkaln alncalmaln pidalnalnya l ditujukaln 

kepaldal oralng”20 

7) Menurut wirjono projodikoro), yalng menggunalkaln istilalh tindalk pidalnal, 

menyaltalkaln balhwal ”tindalk pidalnal beralrti sualtu perbualtaln yalng pelalkunya l 

dalpalt dikenalkaln hukumaln pidalnal pelalku ini dalpalt dikaltaln merupalkaln subjek 

tindalk pidalnal”. 

8) Salrjalnal lalin ya lng menguralikaln pengertialn delik aldallalh J.E Jonkers  balhwa l 

”perbualtaln yalng melalwaln hukum (wederrechttelijk) yalng berhubungaln 

dengaln kesengaljalaln altalu kesallalhaln oleh seseoralng yalng dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln”. 

Berdalsalrkaln pengertialn tindalk pidalnal yalng dikemukalkaln dialtals, malkal nalmpa lk 

keberalgalmaln dalri segi perumusaln pengertialn tindalk pidalnal tersebut. Nalmun 

demikialn nalmpalk pulal aldalnya l sualtu kecenderungaln mengidentikkaln delik sebalga li 

sualtu perbualtaln, altalu tindalkaln yalng pelalkunnyal dalpalt dijaltuhi sualtu salnksi 

pidalnal, kalrenal perbualtaln altalu tindalkaln tersebut melalnggalr sualtu peralturaln 

hukum.  

Jaldi sualtu perbualtaln dikaltegorikaln sebalgali delik alpalbilal memenuhi unsur-unsur 

sebalgali berikut:  

1. halrus aldal perbualtaln malnusial  

2. perbualtaln malnusial tersebut halrus sesuali dengaln perumusaln palsall dalri undalng-

undalng yalng bersalngkutaln 

                                                             
20 Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 56 
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3. perbualtalb itu melalwaln hukum (tidalk aldal allalsaln pemalalf) 

4. dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln21 

 

2. Alnalk  

 

a) Pengertialn Alnalk 

 

Dallalm hall mengenali pembalhalsaln alnalk, malkal diperlukaln sualtu perumusaln yalng 

dimalksud dengaln alnalk, termalsuk baltalsaln umur. Salmpali salalt ini di Indonesia l 

ternyaltal malsih balnyalk terdalpalt perbedalaln pendalpalt mengenali pengertialn alnalk, 

sehinggal kaldalng menimbulkaln kebingungaln untuk menentukaln seseoralng sebalga li 

alnalk altalu bukaln. Hall ini dikalrenalkaln sistem perundalng-undalngaln di Indonesia l 

yalng bersifalt plurallisme, sehinggal alnalk mempunyali pengertialn daln baltalsaln yalng 

berbedal-bedal alntalral saltu perundalng-undalngaln dengaln perundalng-undalngaln lalin. 

Berikut ini uralialn tentalng pengertialn alnalk menurut beberalpal peralturaln 

perundalng-undalngaln:  

1) Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln Paldal Palsall 7 alyalt 

(1) memualt balhwal baltalsaln minimum usial untuk dalpalt menikalh balgi piha lk 

prial aldallalh alpalbilal telalh mencalpali usial 19 (sembilaln belals) talhun daln balgi 

pihalk walnital aldallalh bilal telalh mencalpali usial 16 (enalm belals) talhun. Dalpalt 

disimpulkaln balhwal dallalm Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 ini 

menentukaln baltals belum dewalsal altalu sudalh dewalsal aldallalh 16 (enalm belals) 

talhun daln 19 (sembilaln belals) talhun. 

                                                             
21 Lamintang, P.A.F. 1984. Delik-Delik Khusus. Bandung: Bina Cipta. Hlm 184 
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2) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal) Pengertialn alnalk dalla lm 

KUHPerdaltal tercalntum dallalm Palsall 330 alya lt (1) yalng menyaltalkaln balhwa l 

“oralng yalng belum dewalsal aldallalh merekal yalng belum malmpu mencalpali usia l 

21 (dual puluh saltu) talhun daln tidalk lebih dalhulu kalwin”. Hall ini juga l 

dijelalskaln dallalm Stalaldblald 1931 No.54 dengaln ketentualn sebalgali berikut: 

al) Alpalbilal Peralturaln Perundalng-undalngaln memalkali istilalh “belum 

dewalsal”, malkal sekedalr mengenali balngsal Indonesial aldallalh dimalksudkaln 

segallal oralng yalng belum mencalpali umur 21 talhun altalu belum pernalh 

kalwin. 

b) Alpalbila l perkalwinaln itu dibubalrkaln sebelum mulali umur 21 talhun, malka l 

merekal tidalk dalpalt kemballi lalgi dallalm staltus belum dewalsal. 

c) Dallalm alrti perkalwinaln aldallalh tidalk termalsuk perkalwinaln alnalk       

alnalk.  

Pengertialn dallalm Palsall 330 alya lt (1) KUHPerdaltal tersebut diletalkkaln salma l 

dengaln merekal yalng belum dewalsal dalri seseoralng yalng belum mencalpali baltals 

usial legitimalsi hukum sebalgali subyek hukum seperti yalng ditentukaln oleh 

perundalng-undalngaln perdaltal. Kedudukaln seoralng alnalk alkibalt belum dewalsa l 

menimbulkaln halkhalk yalng perlu direallisalsikaln dengaln ketentualn hukum khusus 

yalng menyalngkut halk-halk keperdaltalaln tersebut.  

Palsall 1 KUHPerdaltal menyaltalkaln balhwal “Alnalk yalng aldal dallalm kalndungaln 

seoralng perempualn dialnggalp telalh lalhir alpalbilal kepentingaln si alna lk 

menghendalki”. Pengertialn alnalk daln kedudukaln alnalk dallalm hukum perdaltal ini 



 
 

25 
 

menunjuk paldal halk-halk daln kewaljibaln alnalk yalng memiliki kekualtaln hukum 

secalral formil malupun malteriil. 

3) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) 

 Pengertialn kedudukaln alnalk dallalm hukum pidalnal diletalkkaln dallalm pengertialn 

seoralng alnalk yalng belum dewalsal, sebalgali oralng yalng mempunyali halk-halk 

khusus daln perlu mendalpaltkaln perlindungaln menurut ketentualn hukum yalng 

berlalku. Pengertialn alnalk dallalm hukum pidalnal menimbulkaln alspek hukum positif 

terhaldalp proses normallisalsi alnalk dalri perilalku menyimpalng untuk membentuk 

kepribaldialn daln talnggung jalwalb yalng paldal alkhirnyal alnalk tersebut berhalk altals 

kesejalhteralaln yalng lalyalk. Pengertialn alnalk dallalm KUHP dalpalt kital almbil contoh 

dallalm Palsall 287 KUHP, dallalm Palsall disebutkaln balhwal alnalk di balwalh umur 

aldallalh alpalbilal alnalk tersebut belum mencalpali usial 15 (limal belals) talhun. 

4) Undalng-Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk Alsalsi Malnusial 

Pengertialn alnalk menurut Undalng-Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Ha lk 

Alsalsi Malnusial, terdalpalt dallalm Balb I Ketentualn Umum. Palsall 1 alngkal 5 

menyebutkaln “ alnalk aldallalh setialp malnusia l yalng berusial dibalwalh 18 (delalpaln 

belals) talhun daln belum menikalh, termalsuk alnalk yalng malsih aldal dalla lm 

kalndungaln alpalbilal hall tersebut aldallalh demi kepentingalnnyal”. 

5) Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 tentalng Kesejalhteralaln Alnalk 

Pengertialn alnalk menurut Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1979 tentalng 

kesejalhteralaln alnalk, terdalpalt dallalm Balb I Ketentualn Umum. Palsall 1 alngkal 2 
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menyebutkaln “alnalk aldallalh seseoralng yalng belum mencalpali usial 21 (dual puluh 

saltu) talhun daln belum pernalh kalwin”. 

6) Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk 

Pengertialn alnalk menurut Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng 

Perlindungaln Alnalk terdalpalt dallalm Balb I Ketentualn Umum. Palsall 1 alngkal 1 

menyebutkaln balhwal “ Alnalk aldallalh seseoralng yalng belum berusial 18 (delalpa ln 

belals ) talhun, termalsuk alnalk yalng malsih dallalm kalndungaln”. 

 

b) Halk-Halk Alnalk 

 

Halk merupalkaln sesualtu yalng kital miliki sejalk lalhir untuk berbualt sesualtu. 

Sedalngkaln pengertialn halk alnalk aldallalh sesualtu kehendalk yalng dimiliki alnalk yalng 

dilengkalpi dengaln kekualtaln daln yalng diberikaln oleh sistem hukum altalu tertib 

hukum kepaldal alnalk yalng bersalngkutaln. Peralturaln mengenali halk alnalk yalng dialtur 

dallalm UndalngUndalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, 

terdalpalt dallalm Balb III Palsall 4 salmpali dengaln Palsall 18, alntalral lalin sebalga li 

berikut:  

1. Palsall 4 Setialp alnalk berhalk untuk hidup, tumbuh, berkembalng daln 

berpalrtisipalsi secalral waljalr sesuali dengaln halrkalt daln malrtalbalt kemalnusialaln. 

2. Palsall 5 Setialp alnalk berhalk altals sualtu nalmal sebalgali identitals diri daln staltus 

kewalrgalnegalralaln. 
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3. Palsall 6 Setialp alnalk berhalk beribaldalhdaln berekspresi sesuali dengaln tingkalt 

kecerdalsaln daln usialnyal dallalm bimbingaln oralng tual. 

4. Palsall 7 alyalt (1) Setialp alnalk berhalk untuk mengetalhui oralng tualnyal sendiri. 

5. Palsall 7 alyalt (2) Dallalm hall kalrenal sebalb oralng tualnyal tidalk dalpalt menjalmin 

tumbuh kembalng alnalk, altalu alnalk dallalm kealdalaln terlalntalr malkal alnalk 

tersebut berhalk dialsuh altalu dialngkalt sebalgali alnalk alsuh altalu alnalk alngkalt 

oleh oralng lalin sesuali dengaln ketentualn perundalngundalngaln yalng berlalku.  

6. Palsall 8 Setialp alnalk berhalk memperoleh pelalya lnaln kesehaltaln daln jalminaln 

sosiall sesuali dengaln kebutuhaln fisik, mentall, spirituall daln sosiall. 

7. Palsall 9 alyalt (1) Setialp alnalk berhalk memperoleh pendidikaln daln pengaljalraln 

dallalm ralngkal perkembalngaln pribaldinyal daln tingkalt kecerdalsalnnyal sesua li 

dengaln minalt daln balkaltnyal.  

8. Palsall 9 alyalt (2) Selalin halk alnalk sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (1), 

khusus balgi alnalk yalng menyalndalng calcalt jugal berhalk memperoleh 

pendidikaln lualr bialsal sedalngkaln balgi alnalk yalng memiliki keunggulaln juga l 

berhalk mendalpaltkaln pendidikaln khusus. 

9. Palsall 12 Setialp alnalk yalng menyalndalng calcalt berhalk memperoleh 

rehalbilitalsi, balntualn sosiall daln pemelihalralaln talralf kesejalhteralaln sosiall.  

10. Palsall 13 alyalt (1) Setialp alnalk selalmal dallalm pengalsuhaln oralng tual, walli, altalu 

pihalk lalin malupun yalng bertalnggung jalwalb altals pengalsuhaln, berhalk 

mendalpalt perlindungaln dalri perlalkualn:diskriminalsi; eksploitalsi balik 

ekonomi malupun seksuall; penelalntalraln; kekejalmaln, kekeralsaln daln 

pengalnialya laln; ketidalkaldilaln; daln perlalkualn sallalh lalinnyal.  
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11. Palsall 16 alyalt (3) Penalngkalpaln, penalhalnaln altalu tindalk pidalnal penjalral alna lk 

halnyal dalpalt dila lkukaln alpalbila l sesuali dengaln hukum ya lng berlalku daln halnya l 

dalpalt dilalkukaln sebalgali upalyal teralkhir.  

12. Palsall 17 alyalt (1) Setialp alnalk yalng diralmpals kekualsalalnnyal berhalk untuk :  

a) mendalpalt perlalkualn secalral malnusialwi daln penempaltalnnyal dipisalhkaln 

dalri oralng dewalsal 

b) memperoleh balntualn hukum altalu balntualn lalinnyal secalral efektif dalla lm 

setialp talhalpaln upalyal hukum yalng berlalku 

c) membelal diri daln memperoleh kealdilaln didepaln pengaldilaln alnalk yalng 

obyektif daln tidalk memihalk dallalm sidalng tertutup untuk umum. 

13. Palsall 17 alya lt (2) Setialp alnalk yalng menja ldi korbaln altalu pelalku kekeralsaln 

seksuall altalu berhaldalpaln dengaln hukum berhalk diralhalsialkaln. 

14. Palsall 18 Setialp alnalk yalng menjaldi korbaln altalu pelalku tindalk pidalnal berhalk 

mendalpaltkaln balntualn hukum daln balntualn lalinnyal.  

Selalin dallalm Undalng-undalng Perlindungaln Alnalk, halk-halk alnalk jugal terdalpalt 

dallalm beberalpal peralturaln lalin, sallalh saltunyal aldallalh dallalm Konvensi Ha lk 

Alnalk. Aldalpun pernyaltalaln halk-halk alnalk menurut Konvensi tersebut dalpalt 

dikelompokkaln dallalm 4 (empalt) kaltegori yalitu22 :  

1) Halk terhaldalp Kelalngsungaln Hidup (survivall right), meliputi halk untuk 

melestalrikaln daln mempertalhalnkaln hidup (the right of life) daln ha lk 

memperoleh stalndalr kesehaltaln tertinggi daln sebalikbaliknyal (the right to 

higest stalndalrt of heallth alnd medicall calre alttalinalble).  

                                                             
22 Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 35 
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2) Halk terhaldalp perlindungaln (protection right), meliputi perlindungaln dalri 

diskriminalsi, tindalk kekeralsaln daln ketelalntalraln balgi alnalk ya lng tidalk 

mempunyali kelualrgal daln alnalk pengungsi. 3) Halk untuk Tumbuh Kembalng 

(development right), meliputi segallal bentuk pendidikaln balik formall malupun 

non formall, halk untuk mencalpali stalndalrhidup yalng lalyalk balgi 

perkembalngaln fisik, mentall, spirituall, morall daln sosiall alnalk.  

4) Halk untuk Berpalrtisipalsi (palrtisipaltion right), meliputi halk menyaltalka ln 

pendalpalt dallalm segallal hall yalng mempengalruhi alnalk. 

 

3. Kekeralsaln Seksuall 

 

Malsallalh kekeralsaln seksuall kini malralk terjaldi dinegalral kital, balhkaln yalng lebih 

menyedihkaln lalgi kebalnyalkaln korbalnnyal aldallalh alnalk dibalwalh umur. Perlunya l 

pemalhalma ln yalng lebih mendallalm kepaldal malsyalralkalt mengenali kekeralsaln 

seksuall aldallalh sallalh saltu upalyal untuk mencegalh terjaldinyal tindalk pidalnal tersebut. 

Sebalgalimalnal kital ketalhui kekeralsaln seksuall terdiri dalri dual kaltal yalitu kekeralsa ln 

daln seksuall. Oleh kalrenal itu allalngkalh baliknyal penulis menguralikaln secalra l 

terpisalh mengenali pengertialn dalri kekeralsaln daln seksuall.  

a) Kekeralsaln 

 

Dallalm kalmus besalr balhalsal indonesial Kekeralsaln dialrtikaln sebalgali perihall kera ls 

altalu perbualtaln seseoralng altalu kelompok oralng yalng menyebalbkaln cederal altalu 

maltinyal oralng lalin daln menyebalbkaln kerusalkaln fisik altalu balralng oralng lalin. 
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Dallalm KUHP, pengertialn kekeralsaln dalpalt dilihalt paldal Palsall 89 KUHP yalng 

berbunyi: ”Yalng dimalksud melalkukaln kekeralsaln, yalitu membualt oralng jaldi 

pingsaln altalu tidalk berdalyal lalgi (lemalh)”. Paldal penjelalsaln Palsall 89 KUHP 

dijelalskaln balhwal melalkukaln kekeralsaln alrtinya l mempergunalkaln tenalgal altalu 

kekualtaln jalsmalni tidalk kecil secalral tidalk salh, misallnyal memukul dengaln talngaln 

altalu dengaln segallal malcalm senjaltal, menyepalk, menendalng, daln sebalgalinyal yalng 

disalmalkaln melalkukaln kekeralsaln menurut palsall 89 KUHP aldallalh membualt oralng 

pingsaln altalu tidalk berdalyal. Pingsaln alrtinyal tidalk ingalt altalu tidalk saldalr alkaln 

dirinya l.23 Palral alhli mengalrtikaln kekeralsaln dallalm balnyalk definisi dialntalralnyal: 

1) Menurut Romli Alrtmalsalsmital balhwal ”tidalk semual kekeralsaln merupalka ln 

kejalhaltaln oleh kalrenal itu tergalntung dalri alpal yalng merupalkaln tujualn dalri 

kekeralsaln itu sendiri. tergalntung dalri persepsi kelompok-kelompok tertentu 

dallalm ma lsyalralkalt, alpalkalh kelompok yalng berdalsalrkaln Rals, Algalmal, da ln 

Ideologi”.  

 

2) Menurut Johaln Galltung, menyebutkaln balhwal kekeralsaln aldallalh sualtu 

perlalkualn altalu situalsi yalng menyebalbkaln reallitals jalsmalni daln mentall alktuall 

seseoralng aldal dibalwalh reallitals potensiallnyal. Alrtinyal aldal sebualh situalsi yalng 

menyebalbkaln segi kemalmpualn altalu potensi individu menjaldi tidalk muncul. 

Situalsi yalng menyebalbkaln potensi individu menjaldi terhalmbalt itu bermalcalm- 

malcalm. Dengaln demikialn kekeralsaln dalpalt dilalkukaln secalral lalngsung yalng 

menyebalbkaln potensi seseoralng altalu kelompok oralng menjaldi tidalk dalpalt 

dialktuallisalsikaln. 

                                                             
23 Soesilo, R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi 
Pasal, Bogor: Politeia. Hlm 98 
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Kekeralsaln paldal dalsalrnyal aldallalh semual bentuk perilalku, balik verball malupun non 

verball, yalng dilalkukaln oleh seseoralng altalu kelompok oralng terhaldalp seseoralng, 

terhaldalp seseoralng altalu kelompok oralng lalinnyal sehinggal menyebalbkaln dalmpalk 

negaltif secalral fisik, emosionall, daln psikologi terhaldalp oralng yalng menjaldi 

salsalralnnyal  

Sebalgalimalnal yalng dikemukalkaln oleh Toeti Heralty Noerhaldi, balhwal ”kekeralsaln 

mempunyali unsur pemalksalaln balik persualsif malupun fisik, daln pelecehaln”. 

Kekeralsaln terhaldalp alnalk aldallalh segallal bentuk perlalkualn balik secalral fisik malupun 

psikis yalng beralkibalt penderitalaln terhaldalp alnalk. Aldalpun jenis kekeralsaln palda l 

alnalk menurut WHO (UNICEF) aldallalh sebalgali berikut : 

1) Kekeralsaln Fisik  

Yalitu tindalkaln yalng menyebalbkaln ralsal salkit altalu potensi menyebalbka ln 

salkit yalng dilalkukaln oleh oralng lalin, dalpaltterjaldisekalli altalu berulalng kalli. 

Seperti dipukul, ditempeleng, ditendalng, dijewer, dicubit, dilempalr denga ln 

bendal-bendal kerals, altalu dijemur dibalwalh sinalr maltalhalri. 

2) Kekeralsaln Seksuall  

Yalitu keterlibaltaln alnalk dallalm kegialtaln seksuall yalng tidalk dipalhalminyal, 

kekeralsaln seksuall ini dalalt jugal berupal perlalkualn tidalk senonoh dalri oralng 

lalin, kegialtaln yalng menjurus paldal pornogralfi, perkaltalaln-perkaltaln porno daln 

tindalkaln pelecehaln orgaln seksuall alnalk, perbualtaln calbul daln persetubuha ln 

paldal alnalk-alnalk yalng dilalkukaln oralng lalin dengaln talnpal talnggungjalwalb, 

tindalkaln mendorong altalu memalksal alnalk terlibalt dallalm kegialtaln seksua ll 

yalng melalnggalr hukum seperti dilibaltkalnnyal alnalk paldal kegialtaln prostitusi. 
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3) Tindalk Pengalbalia ln daln Penelalntalraln  

Yalitu ketidalk pedulialn oralng tual, altalu oralng yalng bertalnggung jalwalb altals 

alnalk paldal kebutuhaln merekal, seperti pengalbalialn terhaldalp kesehaltaln alnalk, 

pengalbalialn paldal penelalntalraln pendidikaln alnalk, pengalbalialn palda l 

pengembalngaln emosi (terlallu dikekeng), penelalntalraln paldal pemenuhaln gizi, 

penelalntalraln daln pengalbalialn penyedialaln perumalhaln, pengalbalialn palda l 

kondisi, kealmalnaln daln kenyalmalnaln. 

4) Kekeralsaln Emosionall  

Yalitu segallal sesualtu yalng dalpalt menyebalbkaln terhalmbaltnyal perkembalnga ln 

emosionall alnalk, hall ini dalpalt berupal kaltal-kaltal yalng mengalncalm, menalkut-

nalkuti, berkaltal-kaltal kalsalr, mengok-olok alnalk, perlalkualn diskrimina ltif dalri 

(oralng tual, kelualrgal, pendidik, daln malsyalralkalt), membaltalsi kegialtaln sosia ll 

daln krealsi alnalk paldal temaln daln lingkungaln. 

5) Kekeralsaln Ekonomi (eksploitalsi komersiall)  

Yalitu penggunalaln tenalgal alnalk untuk bekerjal dallalm kegialtaln lalinnya l demi 

keuntungaln oralng tualnnyal altalu oralng lalin, seperti menyuruh alnalk secalra l 

berlebihaln, menjerumuskaln alnalk paldal dunial prostitusi untuk kepentingaln 

ekonomi. 

 

b) Seksuall  

Berdalsalrkaln kalmus modern Balhalsal Indonesial seksuall beralrti berkenalaln denga ln 

jenis kelalmin, lalki-lalki daln perempualn yalng bertallialn. Menurut Johaln Suba ln 

Tukaln merumuskaln pengertialn seksuall sebalgali berikut :  
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”Seksuall aldallalh sualtu dalyal terbesalr dallalm diri setialp malkhluk hidup didunia l 

ini termalsuk malnusial. Kemalmpualn seksuall aldallalh salralnal untuk menjalmin 

kelalngsungaln jenis. Falktal sebalgali prial daln sebalgali walnital menentukaln kita l 

secalral keseluruhaln, mewalrnali segallal sikalp daln merupalkaln pengallalmaln dalsalr 

kital didallalm dunial daln malsyalralkalt. Dengaln seks, malkal malkal seoralng pria l 

daln seoralng walnital paldal alkhirnya l alkaln meralsal salling tertalrik alntalral saltu 

salmal lalin, yalng kemudia ln dilalnjutkaln dengaln timbulnyal peralsalaln cintal yalng 

paldal alkhirnyal paldal kelalhiraln keturunaln. Daln yalng perlu kital ketalhui balhwa l 

seks dallalm tubuh malnusial tidalk halnyal dilihalt paldal alspek biologisnyal salja l 

melalinkaln jugal yalng halrus diperhaltikaln aldallalh alspek psikologis daln sosiall”. 
24 

 

Menurut Malrsuki Umalr Sal’balh secalral umum seksuallitals dalpalt dikelompokka ln 

menjaldi 3(tigal) yalitu:  

1) Biologis (kenikmaltaln fisik daln keturunaln) 

2) Sosiall (hubungaln-hubungaln seksuall, berbalgali alturaln sosiall sertal berbalgali 

bentuk sosiall melallui malnal seks biologis diwujudkaln) daln 

3) Subjektif (kesaldalraln individuall daln bersalma l sebalgali objek dalri halsralt 

seksuall)  

Pendalpalt dialtals mempertegals pengertialn dalripaldal seksuall, yalitu dengaln sualtu 

bentuk hubungaln biologis yalng terikalt paldal alturaln-alturaln yalng berlalku ditengalh 

malsyalralkalt .  

c) Kekeralsaln Seksuall 

Berdalsalrkaln uralialn mengenali pengertialn kekeralsaln daln seksuall yalng telalh 

dikemukalkaln dialtals, malkal penulis mengalmbil kesimpulaln balhwal yalng dimalksud 

dengaln kekeralsaln seksuall aldalla lh ”segallal bentuk pemenuhaln halsralt biologis 

(seksuall) ya lng dilalkukaln oleh seseoralng altalu sekelompok oralng dengaln 

                                                             
24 Johan Suban Tukan. 1990. Etika Seksual dan Perkawinan. Jakarta: Intermedia. Hlm 3 
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menggunalkaln kekeralsaln, alncalmaln kekeralsaln, daln altalu dengaln calral memalksa l 

yalng menyebalbkaln korbaln tidalk berdalyal”.  

Aldalpun kekeralsaln seksuall terhaldalp alnalk menurut WHO (UNICEF) yalitu 

keterlibaltaln alnalk dallalm kegialtaln seksuall yalng tidalk dipalhalminnyal, kekeralsa ln 

seksuall ini dalpalt jugal berupal perlalkualn tidalk senonoh dalri oralng lalin, kegialtaln 

yalng menjurus paldal pornogralfi, perkaltalaln-perkaltalaln porno daln tindalka ln 

pelecehaln orgaln seksuall alnalk, perbualtaln calbul daln persetubuhaln paldal alnalk-alna lk 

yalng dila lkukaln oleh oralng lalin dengaln talnpal talnggungjalwalb, tindalkaln mendorong 

altalu memalksal alnalk terlibalt dallalm kegialtaln seksuall yalng melalnggalr hukum seperti 

dilibaltkalnnyal alnalk paldal kegialtaln prostitusi.  

Kekeralsaln seksuall terhaldalp alnalk menurut ECPAlT (End Child Prostitution In Alsia l 

Tourism) Internalsionall, merupalkaln hubungaln altalu interalksi alntalral seoralng alna lk 

daln seoralng yalng lebih tual altalu alnalk yalng lebih balnyalk nallalr altalu oralng dewalsa l 

seperti oralng alsing, saludalral, sekalndung altalu oralng tual dimalnal alnalk tersebut 

dipergunalkaln sebalgali sebualh objek pemuals balgi kebutuhaln seksuall pelalku. 

Perbualtaln ini dilalkukaln dengaln menggunalkaln palksalaln, alncalmaln, sualp, tipua ln 

altalu tekalnaln. Kegialtaln-kegialtaln tidalk halrus melibaltkaln kontalk baldaln alntalral 

pelalku dengal alnalk tersebut. Bentuk-bentuk kekeralsaln seksuall sendiri bisal beralrti 

melalkukaln tindalk perkosalaln altalpun pencalbulaln.  

Dallalm Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2004 tentalng Penghalpusaln Kekeralsa ln 

Dallalm Rumalh Talnggal, pengertialn kekeralsaln seksuall dialtur dallalm Palsall 8 yalng 

berbunyi: 

  

Kekeralsaln seksuall sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 5 huruf c meliputi;  
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a. pemalksalaln hubungaln seksuall yalng dilalkukaln terhaldalp dallalm lingkup 

rumalh talnggal tersebut; 

b. pemalksalaln hubungaln seksuall terhaldalp sallalh seoralng dallalm lingkup 

rumalh talnggal dengaln oralng lalin untuk tujualn komersiall daln/altalu tujua ln 

tertentu.  

Dallalm KUHP, mengenali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall dallalm palsall 285 

KUHP yalng rumusalnnya l sebalgali berikut :  

Balralngsialpal dengaln kekeralsaln altalu alncalmaln kekeralsaln mema lksal seoralng 

perempualn bersetubuh dengaln dial dilualr perkalwinaln, dialncalm kalrena l 

melalkukaln pemerkosalaln dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 12 (dual belals) 

talhun.  

 

Sedalngkaln kalla lu kital merujuk paldal Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 

tentalng Perlindungaln Alnalk, mengenali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall dialtur 

dallalm Palsall 81 Alyalt (1) yalng berbunyi:  

Setialp oralng yalngdengaln sengaljal melalkukaln kekeralsaln altalu alncalmaln 

kekeralsaln memalksal alnalk melalkukaln persetubuhaln dengalnnyal altalu denga ln 

oralng lalin, dipidalnaldengaln pidalnal penja lral palling lalmal 15 (limal belals) talhun 

daln palling singkalt 3 (tigal) talhun daln dendal palling balnyalk Rp. 

300.000.000,00 (tigal raltus jutal rupialh) daln palling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enalm puluh jutal rupialh). 

 

4. Jenis-Jenis Tindalk Pidalnal Kekeralsaln Seksuall  

 

Dallalm Undalng-Undalng telalh dialtur secalral khusus mengenali jenis-jenis tinda lk 

pidalnal kekeralsaln seksuall, yalitu dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalna l 

(KUHP), Undalng-Undalng Nomor 23 talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, daln 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2004 tentalng Penghalpusaln Kekeralsaln Dalla lm 

Rumalh Talnggal. Untuk lebih jelalsnyal Penulis uralikaln jenis-jenis tindalk pidalna l 

kekeralsaln seksuall yalng dialtur dallalm perundalng-undalngaln. 

1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP)  
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Dallalm KUHP, jenis-jenis kekeralsaln seksuall dialtur dallalm Balb XIV 

mengenali kejalhaltaln terhaldalp kesusila laln, yalng rumusalnnyal aldallalh sebalga li 

berikut:  

Palsall 285 KUHP  

Balralngsialpal dengaln kekeralsaln altalu alncalmaln kekeralsaln memalksa l 

seoralng perempualn bersetubuh dengaln dial dilualr perkalwinaln, dialnca lm 

kalrenal mela lkukaln perkosalaln dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 12 

(dual belals) talhun. 

Menurut Wirjono kaltal perkosalaln sebalgali terjemalhaln dalri kuallifikalsi 

alslinya l (belalndal), yalkni Verkralchting tidalklalh tepalt kalrenal istilalh 

perkosalaln tidalk menggalmbalrkaln secalral tepalt tentalng perkosalaln menurut 

alrti yalng sebenalrnyal dalri kuallifikalsi verkralchting, yalkni perkosalaln untuk 

bersetubuh. Oleh kalrenal itu, menurut belialu kuallifikalsi yalng tepalt untuk 

Palsall 285 KUHP ini aldallalh perkosalaln untuk bersetubuh. Alpalbilal rumusa ln 

Palsall 285 KUHP dirinci, terdiri dalri unsur-unsur sebalgali berikut :  

a) Perbualtalnnyal : memalksal 

b) Calralnya l :  

1. Dengaln kekeralsaln. 

2. Alncalma ln kekeralsaln 

c) Objek: seoralng perempualn yalng bukaln istrinyal 

d) Bersetubuh dengaln dial  

 

Menurut Chalzalwi perbualtaln memalksal aldallalh perbualtaln yalng ditujuka ln 

paldal oralng lalin dengaln menekaln kehendalk oralng lalin yalng bertentalnga ln 

dengaln kehendalk itu algalr oralng lalin taldi menerimal kehendalk oralng yalng 

menekaln altalu salmal dengaln kehendalknya l sendiri.25 

 

                                                             
25 Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 63 
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calral-calral memalksal disini terbaltals dengaln dual calral, yalitu kekeralsa ln 

(geweld) daln alncalmaln kekeralsaln (bedreiging met geweld), dual calra l 

memalksal itu tidalk diteralngkaln lebih jaluh dallalm Undalng-Undalng. Halnya l 

mengenali kekeralsaln aldal paldal Palsall 89 KUHP yalng merumuskaln tentalng 

perlualsaln alrti dalri kekeralsaln, yalitu membualt oralng pingsaln altalu tidalk 

berdalyal disalmalkaln dengaln menggunalkaln kekeralsaln. 

  

Kini alpalkalh yalng dima lksud dengaln alncalmaln kekeralsaln ? alncalmaln 

kekeralsaln aldallalh alncalmaln kekeralsaln fisik yalng ditujukaln paldal oralng, 

yalng paldal dalsalrnyal jugal berupal perbualtaln fisik, perbualtaln fisik malna l 

dalpalt saljal berupal perbualtaln persialpaln untuk dilalkukaln perbualtaln fisik 

yalng besalr altalu lebih besalr yalng berupal kekeralsaln, yalng alkaln mungkin 

segeral dilalkukaln/diwujudkaln kemudialn bilalmalnal tidalk membualhkaln 

halsil. 

Palsall 286 KUHP  

Balralngsialpal bersetubuh dengaln seoralng perempualn dilualr perkalwinaln, 

paldalhall diketalhui balhwal walnital itu dallalm kealdalaln pingsaln altalu tida lk 

berdalyal, dialncalm dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 9 (sembilaln) 

talhun. 

 

Dallalm ketentualn ini tidalk disebutkaln sebalb-sebalb kealdalaln pingsaln altalu 

ketidalk berdalyalaln perempualn tersebut. Meskipun demikialn rumusaln Palsa ll 

286 KUHP ini dikaltegorikaln sebalgali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall, 

kalrenal melalkukaln persetubuhaln dengaln seoralng perempualn yalng buka ln 
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istrinyal paldalhall diketalhuinyal balhwal perempualn itu dallalm kealdala ln 

pingsaln altalu tidalkberdalyal.  

Palsall 287 KUHP  

1). Balralngsialpal bersetubuh dengaln seoralng perempualn dilualr 

perkalwinaln, paldalhall diketalhuinyal altalu sepaltutnyal dalpalt didugal balhwa l 

umurnyal belum 15 (lima l belals) talhun, altalu kallalu umurnyal tidalk jelals, 

balhwal ial belum walktunyal untuk dikalwin, dialncalm dengaln pidalna l 

penjalral palling lalmal 9 (sembilaln) talhun.  

2) penuntutaln halnya l dilalkukaln altals pengaldualn, kecualli jikal umur 

perempualn itu belum salmpali 12(dual belals) talhun altalu jikal sallalh saltu 

hall berdalsalrkaln Palsall 291 daln Palsall 294.  

Dallalm rumusaln dialtals tidalk ditemukaln aldalnnyal unsur-unsur kekeralsaln 

terhaldalp korbalnnyal, meskipun demikialn rumusaln palsall 287 KUHP 

dikaltegorikaln sebalgali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall, kalrena l 

persetubuhaln dilalkukaln terhaldalp alnalk dibalwalh umur. Dallalm hall ini 

pelalku tersebut jelals memperlalkukaln alnalk dibalwalh umur sebalgali salsalraln 

pelalmpialsaln pemenuhaln kebutuhalnnyal.  

Palsall 288 KUHP 

1). Balralngsialpal dallalm perkalwinaln besetubuh dengaln seoralng 

perempualn yalng diketalhuinyal altalu sepaltutnyal halrus didugalnyal balhwa l 

yalng bersalngkutaln belum walktunyal untuk dikalwin, alpalbilal perbualtaln 

mengalkibaltkaln lukal-lukal dialncalm dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 4 

(empalt) talhun.  

2). Jikal perbualtaln mengalkibaltkaln lukal-lukal beralt, dijaltuhkaln pidalna l 

penjalral palling lalmal 8 (delalpaln) talhun.  

3). Jikal mengalkibaltkaln malti, dijaluhkaln pidalnal penjalral palling lalmal 12 

(dual belals) talhun.  

Menyetubuhi istrinyal yalng belum walktunyal untuk dikalwin ini tidalklalh 

dilalralng daln tidalk dipidalnal, balru dalpalt dipidalnal alpalbilal dalri perbualtaln itu 
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timbul alkibalt lukal-lukal. Alkibalt lukal aldallalh membuktikaln balhwa l 

perempualn (istrinyal) itu belum walktunyal untuk disetubuhi.  

Alpalbilal alkibalt dalrimenyetubuhi itu bukaln sekedalr lukal-lukal, tetalpi luka l 

beralt, malkal dalpalt dijaltuhkaln pidalnal penjalral palling lalmal 8 (delalpaln) 

talhun. Balhkaln alpalbilal beralkibalt kemaltialn istrinyal itu, malkal dalpalt 

dijaltuhkaln pidalnal penja lral palling lalma l 12 (dual belals) talhun. Alkibalt luka l 

beralt altalu kemaltialn aldallalh berupal dalsalr pemberaltaln pidalnal paldal palsall 288 

KUHP ini. Mengenali lukal beralt oleh undalng-undalng telalh diberika ln 

pengertialn secalral limitaltif oleh palsall 90 KUHP, yalng menyaltalkaln balhwa l 

lukal beralt beralrti:  

1. Jaltuh salkit altalu mendalpalt lukal yalng tidalk memberi halralpaln 

 alkaln sembuh salmal sekalli, altalu yalng menimbulkaln balhalyal malut;  

2. Tidalk malmpu terus menerus untuk menjallalnkaln tugalsjalbaltaln 

 altalu pekerjalaln pencalrialn;  

3. Kehilalngaln sallalh saltu palncalindral;  

4. Mendalpaltcalcalt beralt;  

5. Menderital salkit lumpuh;  

6. Tergalnggunyal dalyal fikirselalmal empalt minggu;  

7. Gugur altalu maltunyal kalndungaln seoralng perempualn. 

  

2) Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk  

Mengenali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall, dallalm Undalng-Undalng Nomor 

23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, secalral khusus dialtur dallalm Palsall 

81 daln Palsall 82 yalng rumusalnnyal aldallalh sebalgali berikut;  
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Palsall 81  

1). Setialp oralng yalng dengaln sengaljal melalkukaln kekeralsaln altalu 

alncalmaln kekeralsaln memalksal alnalk melalkukaln persetubuhaln dengalnnya l 

altalu dengaln oralng lalin, dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 15 

(lima l belals) talhun daln palling singkalt 3(tigal) talhun daln dendal palling 

balnyalk Rp. 300.000.000,00 (tigal raltus jutal rupialh) daln palling sedikit 

Rp. 60.000.000,00 (enalm puluh jutal rupialh).  

2). Ketentualn pidalnal sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (1) berlalku 

pulal balgi setialp oralng yalng dengaln sengaljal melalkukaln tipu muslihalt, 

seralngkalialn kebohongaln, altalu membujuk alnalk melalkuka ln 

persetubuhaln dengalnnya l altalu dengaln oralng lalin. 

  

Palsall 82  

Setialp oralng yalng dengaln sengaljal melalkukaln kekeralsaln altalu alncalma ln 

kekersaln, memalksal, melalkukaln tipu muslihalt, seralngkalialn kebohongaln, 

altalu membujuk alnalk untuk melalkukaln altalu membialrkaln dilalkuka ln 

perbualtaln calbul, dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 15 (lima l 

belals) talhun daln palling singkalt 3 (tigal) talhun daln dendal palling balnya lk 

Rp. 300.000.000,00 (tigal raltus jutal rupialh) daln palling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enalm puluh jutal rupialh).  

Kekeralsaln seksuall ya lng termualt dallalm ketentualn ini aldallalh setialp bentuk 

pemalksalaln hubungaln seksuall yalng dilalkukaln terhaldalp alnalk termalsuk juga l 

melalkukaln tipu muslihalt, seralngkalialn kebohongaln, altalu membujuk alnalk 

melalkukaln membujuk alnalk untuk melalkukaln altalu membialrkaln dilalkuka ln 

perbualtaln calbul.  

3) Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2004 tentalng Penghalpusaln Kekeralsaln 

Dallalm Rumalh Talnggal (PKDRT) 

Dallalm Palsall 8 disebutkaln balhwal kekeralsaln seksuall sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm Palsall 5 huruf(c) meliputi:  
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al). Pemalksalaln hubungaln seksuall ya lng dilalkukaln terhaldalp oralng yalng 

menetalp dallalm lingkup rumalh talnggal tesebut;  

b). Pemalksalaln hubungaln seksuall terhaldalpsallalhseoralng dalla lm 

lingkuprumalh talnggal dengaln oralng lalin untuk tujualn komersia ll 

daln/altalu tujualn tertentu.  

Yalng dimalksud dengaln kekeralsaln seksuall dallalm ketentualn ini aldallalh 

setialp perbualtaln yalng berupal pemalksalaln hubungaln seksuall yalng 

dilalkukaln dallalm lingkup rumalh talnggal.  

Aldalpun ketentualn pidalnalnnyal dialtur dallalm Palsall 46, Palsall 47, daln Palsa ll 

48 Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2004 tentalng Penghalpusaln 

Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal (PKDRT), yalng rumusalnnya l aldalla lh 

sebalgali berikut:  

Palsall 46  

Setialp oralng yalng melalkukaln perbualtaln kekeralsaln seksuall sebalgalimalna l 

dimalksud dallalm palsall 8 huruf (al) dipidalnal dengaln pidalnal penjalra l 

palling lalmal 12 (dual belals) talhun altalu dendal palling balnyalk Rp. 56. 

000.000,00 (limal puluh enalm jutal rupialh). 

 

Palsall 47  

Setialp oralng yalng memalksal oralng yalng menetalp dallalm rumalh 

talnggalnyal mela lkukaln hubungaln seksuall sebalgalimalnal dimalksud dalla lm 

palsall 8 huruf (b) dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 4 

(empalt) talhun daln pidalnal penjalral palling lalmal 15 (limal belals) talhun 

altalu dendal palling sedikit RP. 12.000.000,00 (dual belals jutal rupialh) altalu 

dendalpalling balnyalk Rp. 500.000.000,00 (limalraltus jutal rupialh).  

 

Palsall 48 

Dallalm hall perbualtaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 46 daln palsa ll 

47 mengalkibaltkaln korbaln mendalpalt lukal yalng tidalk memberikaln 

halralpaln alkaln sembuh salmal sekalli, mengallalmi galnggualn dalyal fikir altalu 

kejiwalaln sekuralng-kuralngnyal selalmal 4 (empalt) minggu terus menerus 

altalu 1 (saltu) talhun tidalk berturutturut, gugur altalu maltinyal jalnin dalla lm 
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kalndungaln, altalu mengalkibaltkaln tidalk berfungsinyal allalt reproduksi, 

dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 5 (limal) talhun daln 

pidalnal penjalral palling lalmal 20 (dual puluh) talhun altalu dendal palling 

sedikit Rp. 25.000.000,00 (dual puluh limal jutal rupialh) daln dendal palling 

balnyalk Rp. 500.000.000,00 (lima l raltus jutal rupialh).  

 

 

B. Profil Instalnsi 

1. Deskripsi Instalnsi 

a) Nalmal Instalnsi  

Nalmal instalnsi tempalt pelalksalnalaln kegialtaln malgalng yalkni Kejalksalaln Negeri 

Balndalr Lalmpung. Kejalksalaln Republik Indonesial yalng sela lnjutnyal disebut 

Kejalksalaln aldallalh lembalgal pemerintalhaln yalng fungsinya l berkalitaln dengaln 

kekualsalaln kehalkimaln yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln 

sertal kewenalngaln lalin berdalsalrkaln Undalng-Undalng (lihalt dalri palsall 1 alyalt 1 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Perubalha ln 

Altals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial).  

b) Logo Instalnsi 
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2. Visi daln Misi Instalnsi  

Visi :  

"Menjaldi Lembalgal Penegalk Hukum yalng Professionall, Proporsionall da ln 

Alkuntalbel" 

Misi :  

1. Meningkaltkaln Peraln Keja lksalaln Republik Indonesial Dallalm Progralm 

Pencegalhaln Tindalk Pidalnal 

2. Meningkaltkaln Professionallisme Jalksal Dallalm Penalngalnaln Perkalral Tindalk 

Pidalnal 

3. Meningkaltkaln Peraln Jalksal Pengalcalral Negalral Dallalm Penyelesalialn Malsalla lh 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral  

4. Mewujudkaln Upalyal Penegalkaln Hukum Memenuhi Ralsal Kealdila ln Malsyalralkalt 

5. Mempercepalt Pelalksalnalaln Reformalsi Birokralsi daln Taltal Kelolal Kejalksalaln 

Republik Indonesial yalng Bersih daln Bebals Korupsi, Kolusi daln Nepotisme 

3. Tugals Pokok daln Fungsi 

  

Berdalsalrkaln Palsall 30 Undalng Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln 

Republik Indonesial, berikut aldallalh tugals daln wewenalng Kejalksalaln. 

Di bidalng pidalnal : 

1. melalkukaln penuntutaln; 

2. melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng tela lh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 
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3. melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt; 

4. melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln undalng- 

undalng; 

5. melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dalla lm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

Di bidalng perdaltal daln taltal usalhal negalral Kejalksalaln dengaln kualsal khusus, dalpalt 

bertindalk balik di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal negalra l 

altalu pemerintalh.  

Dallalm bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, Kejalksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. pengalwalsaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalya lkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. penelitialn daln pengembalngaln hukum sertal staltistik kriminall. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals Kejalksalaln menyelenggalralkaln fungsi, yalitu: 

a. Perumusaln kebija lkaln pelalksalnalaln daln kebija lkaln teknis, pemberialn bimbingaln 

daln pembina laln sertal pemberialn perizinaln berdalsalrkaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln daln kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln presiden; 
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b. Penyelenggalralaln pembalngunaln pralsalralnal daln salralnal, pembinalaln malnaljemen, 

aldministralsi, orgalnisalsi daln ketaltallalksalnalaln sertal pengelolalaln altals kekalyala ln 

milik negalral yalng menja ldi talnggung jalwalbnyal; 

c. Pelalksalnalaln penegalkaln hukum balik preventif malupun represif yalng 

berintikaln kealdilaln di bidalng pidalnal, penyelenggalralaln intelijen yustisiall di 

bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, pemberialn balntualn, pertimbalngaln, 

pelalyalnaln daln penegalkaln hukum di bidalng perdaltal daln taltal usalhal negalral sertal 

tindalkaln hukum daln tugals lalin, untuk menjalmin kepalstialn hukum, 

menegalkkaln kewibalwalaln pemerintalh daln penyelalmaltaln kekalya laln negalral, 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln daln kebijalkaln umum 

yalng ditetalpkaln oleh presiden; 

d. Penempaltaln seoralng tersalngkal altalu terdalkwal di rumalh salkit altalu tempalt 

peralwaltaln jiwal altalu tempalt lalin ya lng lalyalk berdalsalrkaln penetalpaln halkim 

kalrenal tidalk malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln hall-hall yalng dalpalt 

membalhalya lkaln oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri; 

e. Pemberialn pertimbalngaln hukum kepaldal lembalgal, instalnsi pemerintalh di pusalt 

daln di daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, Baldaln Usalhal Milik Daleralh dalla lm 

menyusun peralturaln perundalng-undalngaln sertal peningkaltaln kesaldalraln hukum 

malsyalralkalt; daln 

f. Penyelenggalralaln koordinalsi, bimbingaln daln petunjuk teknis sertal pengalwalsa ln 

yalng balik ke dallalm malupun dengaln instalnsi terkalit altals pelalksalnalaln tugals 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln daln kebijalkaln yalng 

ditetalpkaln oleh Presiden. 
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Dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsi, Kejalksalaln dituntut malmpu mewujudkaln 

kepalstialn hukum, ketertibaln hukum, kealdilaln daln kebenalraln berdalsalrkaln hukum, 

mengindalhkaln normal kealgalmalaln, kesopalnaln, daln kesusilalaln sertal waljib 

menggalli nilali kemalnusialaln, hukum daln kealdilaln yalng hidup dallalm malsyalralkalt. 

Mengalcu paldal Undalng-Undalng No. 16 Talhun 2004 yalng menggalntikaln UU No. 

5 Talhun 1991 tentalng Kejalksalaln R.I., Kejalksalaln sebalgali sallalh saltu lembalga l 

penegalk hukum dituntut untuk lebih berperaln dallalm menegalkkaln supremalsi 

hukum, perlindungaln kepentingaln umum, penegalkaln halk alsalsi malnusial, sertal 

pemberalntalsaln Korupsi, Kolusi, daln Nepotisme (KKN). Di dallalm UU Kejalksala ln 

yalng balru ini, Kejalksalaln RI sebalgali lembalgal negalral yalng melalksalnalka ln 

kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln halrus melalksalnalkaln fungsi, tugals, daln 

wewenalngnyal secalral merdekal, terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln 

pengalruh kekualsalaln lalinnyal (Palsall 2 alyalt 2 Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 

2004). 

 

4. Sejalralh Lokalsi Tempalt Malgalng 

  

a) Sebelum Reformalsi 

Istilalh Kejalksalaln sebenalrnyal sudalh aldal sejalk lalmal di Indonesia l. Paldal zalmaln 

keraljalaln Hindu-Jalwal di Jalwal Timur, yalitu paldal malsal Keraljalaln Maljalpalhit, istilalh 

dhyalksal, aldhyalksal, daln dhalrmaldhyalksal sudalh mengalcu paldal posisi daln jalbalta ln 

tertentu di keraljalaln. Istila lh-istilalh ini beralsall dalri balhalsal kuno, yalkni dalri kaltal-

kaltal yalng salmal dallalm Balhalsal Salnsekertal. 
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Seoralng peneliti Belalndal, W.F. Stutterheim mengaltalkaln balhwal dhyalksal aldalla lh 

pejalbalt negalral di zalmaln Keraljalaln Malja lpalhit, tepaltnyal di salalt Pralbu Halya lm 

Wuruk tengalh berkualsal (1350-1389 M). Dhyalksal aldallalh halkim yalng diberi tugals 

untuk menalngalni malsallalh peraldilaln dallalm sidalng pengaldilaln. Palral dhya lksal ini 

dipimpin oleh seoralng aldhya lksal, yalkni halkim tertinggi yalng memimpin daln 

mengalwalsi palral dhyalksal taldi. 

Kesimpulaln ini didukung peneliti lalinnyal yalkni H.H. Juynboll, yalng mengaltalka ln 

balhwal aldhya lksal aldalla lh pengalwals (opzichter) altalu halkim tertinggi 

(oppenrrechter). Krom daln Valn Vollenhoven, jugal seoralng peneliti Belalndal, 

balhkaln menyebut balhwal paltih terkenall dalri Maljalpalhit yalkni Galjalh Maldal, juga l 

aldallalh seoralng aldhyalksal. 

Paldal malsal pendudukaln Belalndal, baldaln yalng aldal relevalnsinyal dengaln jalksal daln 

Kejalksalaln alntalral lalin aldallalh Openbalalr Ministerie. Lembalgal ini yalng menitalhka ln 

pegalwali-pegalwalinyal berperaln sebalgali Malgistralalt daln Officier valn Justitie di 

dallalm sidalng Lalndralald (Pengaldilaln Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengaldila ln 

Justisi) daln Hooggerechtshof (Malhkalmalh Algung) dibalwalh perintalh lalngsung dalri 

Residen/Alsisten Residen. 

Halnyal saljal, paldal pralkteknyal, fungsi tersebut lebih cenderung sebalga li 

perpalnjalngaln talngaln Belalndal belalkal. Dengaln kaltal lalin, jalksal daln Keja lksalaln palda l 

malsal penjalja lhaln belalndal mengemba ln misi terselubung yalkni alntalral lalin: 

1. Mempertalhalnkaln segallal peralturaln Negalral 

2. Melalkukaln penuntutaln segallal tindalk pidalnal 

3. Melalksalnalkaln putusaln pengaldila ln pidalnal yalng berwenalng 
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Fungsi sebalgali allalt pengualsal itu alkaln salngalt kentalral, khususnyal dalla lm 

meneralpkaln delik-delik yalng berkalitaln dengaln haltzalali alrtikelen yalng terdalpalt 

dallalm Wetboek valn Stralfrecht (WvS). 

Peralnaln Kejalksalaln sebalgali saltu-saltunyal lembalgal penuntut secalral resmi 

difungsikaln pertalmal kalli oleh Undalng-Undalng pemerintalh zalmaln pendudukaln 

tentalral Jepalng No. 1/1942, yalng kemudialn digalnti oleh Osalmu Seirei No.3/1942, 

No.2/1944 daln No.49/1944. Eksistensi kejalksalaln itu beraldal paldal semual jenjalng 

pengaldilaln, yalkni sejalk Salikoo Hoooin (pengaldilaln algung), Koootooo Hooin 

(pengaldilaln tinggi) daln Tihooo Hooin (pengaldila ln negeri). Paldal malsal itu, secalral 

resmi digalriskaln balhwal Kejalksalaln memiliki kekualsalaln untuk: 

1. Mencalri (menyidik) kejalhaltaln daln pelalnggalraln 

2. Menuntut Perkalral 

3. Menjallalnkaln putusaln pengaldilaln dallalm perkalral kriminall. 

4. Mengurus pekerjalaln lalin ya lng waljib dila lkukaln menurut hukum. 

Begitu Indonesial merdekal, fungsi seperti itu tetalp dipertalhalnkaln dallalm Negalra l 

Republik Indonesial. Hall itu ditegalskaln dallalm Palsall II Alturaln Peralliha ln UUD 

1945, yalng diperjelals oleh Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 2 Talhun 1945. 

Isinyal mengalmalnaltkaln balhwal sebelum Negalral R.I. membentuk baldaln-baldaln daln 

peralturaln negalralnya l sendiri sesuali dengaln ketentualn Undalng-Undalng Dalsalr, 

malkal segallal baldaln daln peralturaln yalng aldal malsih lalngsung berlalku. 

Kalrenal itulalh, secalral yuridis formall, Kejalksalaln R.I. telalh aldal sejalk kemerdekalaln 

Indonesial diproklalmalsikaln, yalkni talnggall 17 Algustus 1945. Dual halri setelalhnyal, 

yalkni talnggall 19 Algustus 1945, dallalm ralpalt Palnitial Persialpaln Kemerdekala ln 
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Indonesial (PPKI) diputuskaln kedudukaln Keja lksalaln dallalm struktur Negalral 

Republik Indonesial, yalkni dallalm lingkungaln Depalrtemen Kehalkimaln. 

Kejalksalaln RI terus mengallalmi berbalgali perkembalngaln daln dinalmikal secalral terus 

menerus sesuali dengaln kurun walktu daln perubalhaln sistem pemerintalhaln. Sejalk 

alwall eksistensinyal, hinggal kini Kejalksalaln Republik Indonesial telalh mengallalmi 

22 periode kepemimpinaln Jalksal Algung. Seiring dengaln perjallalnaln sejalralh 

ketaltalnegalralaln Indonesial, kedudukaln pimpinaln, orgalnisalsi, sertal taltal calral kerja l 

Kejalksalaln RI, jugal jugal mengallalmi berbalgali perubalhaln yalng disesualikaln denga ln 

situalsi daln kondisi malsyalralkalt, sertal bentuk negalral daln sistem pemerintalhaln. 

Menyalngkut Undalng-Undalng tentalng Kejalksalaln, perubalhaln mendalsalr pertalma l 

beralwall talnggall 30 Juni 1961, salalt pemerintalh mengesalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 15 talhun 1961 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok Kejalksalaln RI. 

Undalng-Undalng ini menegalskaln Kejalksalaln sebalgali allalt negalral penegalk hukum 

yalng bertugals sebalgali penuntut umum (palsall 1), penyelenggalralaln tugals 

depalrtemen Keja lksalaln dilalkukaln Menteri / Jalksal Algung (Palsall 5) daln susuna ln 

orgalnisalsi yalng dialtur oleh Keputusaln Presiden. Terkalit kedudukaln, tugals daln 

wewenalng Keja lksalaln dallalm ralngkal sebalgali allalt revolusi daln penempalta ln 

kejalksalaln dallalm struktur orgalnisalsi depalrtemen, disalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 16 talhun 1961 tentalng Pembentukal0n Kejalksalaln Tinggi. 

Paldal malsal Orde Balru aldal perkembalngaln balru yalng menyalngkut Kejalksalaln RI 

sesuali dengaln perubalhaln dalri Undalng-Undalng Nomor 15 Talhun 1961 kepalda l 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1991, tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial. 

Perkembalngaln itu jugal mencalkup perubalhaln mendalsalr paldal susunaln orgalnisalsi 
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sertal taltal calral institusi Kejalksalaln yalng didalsalrkaln paldal aldalnyal Keputusa ln 

Presiden No. 55 talhun 1991 tertalnggall 20 November 1991 

b) Malsal Reformalsi 

Malsal Reformalsi haldir ditengalh gencalrnya l berbalgali sorotaln terhaldalp pemerintalh 

Indonesial sertal lemba lgal penegalk hukum yalng aldal, khususnyal dallalm penalngalna ln 

Tindalk Pidalnal Korupsi. Kalrenal itulalh, memalsuki malsal reformalsi Undalng-undalng 

tentalng Keja lksalaln jugal mengallalmi perubalhaln, yalkni dengaln diundalngkalnnya l 

Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 untuk menggalntikaln Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 1991. Kehaldiraln undalng-undalng ini disalmbut gembiral balnya lk 

pihalk lalntalraln dialnggalp sebalgali peneguhaln eksistensi Kejalksalaln ya lng merdeka l 

daln bebals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh, malupun pihalk lalinnyal. 

Dallalm Undalng-Undalng No.16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln RI, Palsall 2 alyalt (1) 

ditegalskaln balhwal “Kejalksalaln R.I. aldallalh lembalgal pemerintalh yalng 

melalksalnalkaln kekualsalaln negalral dallalm bidalng penuntutaln sertal kewenalngaln lalin 

berdalsalrkaln undalng-undalng”. Kejalksalaln sebalgali pengendalli proses perkalra l 

(Dominus Litis), mempunya li kedudukaln sentrall dallalm penegalkaln hukum, kalrena l 

halnyal institusi Kejalksalaln yalng dalpalt menentukaln alpalkalh sualtu kalsus dalpalt 

dialjukaln ke Pengaldila ln altalu tidalk berdalsalrkaln allalt bukti yalng salh menurut 

Hukum Alcalral Pidalnal. Disalmping sebalgali penya lndalng Dominus Litis, Kejalksalaln 

jugal merupalkaln saltu-saltunyal instalnsi pela lksalnal putusaln pidalnal (executive 

almbtenalalr). Kalrenal itulalh, Undalng-Undalng Keja lksalaln yalng balru ini dipalndalng 

lebih kualt dallalm menetalpkaln kedudukaln daln peraln Kejalksalaln RI sebalga li 
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lembalgal negalral pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng 

penuntutaln. 

Mengalcu paldal UU tersebut, malkal pelalksalnalaln kekualsalaln negalral yalng diemba ln 

oleh Kejalksalaln, halrus dilalksalnalkaln secalral merdekal. Penegalsaln ini tertualng dalla lm 

Palsall 2 alyalt (2) UU No. 16 Talhun 2004, balhwal Kejalksalaln aldallalh lemba lga l 

pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln secalra l 

merdekal. Alrtinyal, balhwal dallalm melalksalnalkaln fungsi, tugals daln wewenalngnya l 

terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln pengalruh kekualsalaln lalinnya l. 

Ketentualn ini bertujualn melindungi profesi jalksal dallalm melalksalnalkaln tugals 

profesionallnyal. 

UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln R.I. jugal telalh mengaltur tugals daln 

wewenalng Kejalksalaln sebalgalimalnal ditentukaln dallalm Palsall 30, yalitu : 

(1) Di bidalng pidalnal, Kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersya lralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln bersyalralt; 

4. Melalksalnalkaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrka ln 

undalng-undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkuka ln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dalla lm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 
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(2) Di bidalng perdaltal daln taltal usalhal negalral, Kejalksalaln dengaln kualsal khusus 

dalpalt bertindalk di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalma l 

negalral altalu pemerintalh 

(3) Dallalm bidalng ketertibaln daln ketentralmaln umum, Keja lksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. Peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. Pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. Pengalmalnaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. Pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsya lralkalt 

daln negalral; 

5. Pencegalhaln penya llalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. Penelitialn daln pengemba lngaln hukum staltistik kriminall. 

Selalin itu, Palsall 31 UU No. 16 Talhun 2004 menegalskaln balhwal Kejalksalaln dalpalt 

memintal kepaldal halkim untuk menetalpkaln seoralng terdalkwal di rumalh salkit altalu 

tempalt peralwaltaln jiwal, altalu tempalt lalin yalng lalyalk kalrenal bersalngkutaln tidalk 

malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln oleh hall-hall yalng dalpalt membalhyalka ln 

oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri. Palsall 32 Undalng-Undalng No. 16 

Talhun 2004 tersebut menetalpkaln balhwal di salmping tugals daln wewenalng tersebut 

dallalm undalng-undalng ini, Kejalksalaln dalpalt diseralhi tugals daln wewenalng lalin 

berdalsalrkaln undalng-undalng. Selalnjutnyal Palsall 33 mengaltur balhwal dalla lm 

melalksalnalkaln tugals daln wewenalngnyal, Kejalksalaln membinal hubungaln kerjalsalma l 

dengaln baldaln penegalk hukum daln kealdilaln sertal baldaln negalral altalu instalnsi 

lalinnyal. Kemudialn Palsall 34 menetalpkaln balhwal Kejalksalaln dalpalt memberikaln 

pertimbalngaln dallalm bidalng hukum kepaldal installalsi pemerintalh lalinnyal. 
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Paldal malsal reformalsi pulal Kejalksalaln mendalpalt balntualn dengaln haldirnya l berbalga li 

lembalgal balru untuk berbalgi peraln daln talnggungjalwalb. Kehaldiraln lembalgal-

lembalgal balru dengaln talnggungja lwalb yalng spesifik ini mestinyal dipalndalng positif 

sebalgali mitral Kejalksalaln dallalm memeralngi korupsi. Sebelumnyal, upalya l 

penegalkaln hukum yalng dilalkukaln terhaldalp tindalk pidalnal korupsi, sering 

mengallalmi kendallal. Hall itu tidalk saljal diallalmi oleh Kejalksalaln, nalmun jugal oleh 

Kepolisia ln RI sertal baldaln-baldaln lalinnyal. Kendallal tersebut alntalral lalin: 

1. Modus operalndi yalng tergolong calnggih 

2. Pelalku mendalpalt perlindungaln dalri korps, altalsaln, altalu temaln-temalnnyal 

3. Objeknyal rumit (compilicalted), misallnyal kalrenal berkalitaln dengaln berbalga li 

peralturaln 

4. Sulitnya l menghimpun berbalgali bukti permulalaln 

5. Malnaljemen sumber dalyal malnusial 

6. Perbedalaln persepsi daln interprestalsi (di kallalngaln lembalgal penegalk hukum 

yalng aldal) 

7. Salralnal daln pralsalralnal yalng belum memaldali 

8. Teror psikis daln fisik, alncalma ln, pemberitalaln negaltif, balhkaln penculikaln serta l 

pembalkalraln rumalh penegalk hukum 

Upalyal pemberalntalsaln korupsi sudalh dilalkukaln sejalk dulu dengaln pembentuka ln 

berbalgali lembalgal. Kendalti begitu, pemerintalh tetalp mendalpalt sorotaln dalri walktu 

ke walktu sejalk rezim Orde Lalmal. Undalng-Undalng Tindalk Pidalnal Korupsi yalng 

lalmal yalitu UU No. 31 Talhun 1971, dialnggalp kuralng bergigi sehinggal digalnti 

dengaln UU No. 31 Talhun 1999. Dallalm UU ini dialtur pembuktialn terballik balgi 
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pelalku korupsi daln jugal pemberlalkualn salnksi ya lng lebih beralt, balhkaln hukumaln 

malti balgi koruptor. Belalkalngaln UU ini jugal dipalndalng lemalh daln menyebalbkaln 

lolosnyal palral koruptor kalrenal tidalk aldalnyal Alturaln Peralliha ln dallalm UU tersebut. 

Polemik tentalng kewenalngaln jalksal daln polisi dallalm melalkukaln penyidikaln kalsus 

korupsi jugal tidalk bisal diselesalikaln oleh UU ini. 

Alkhirnyal, UU No. 30 Talhun 2002 dallalm penjela lsalnnyal secalral tegals menyaltalka ln 

balhwal penegalkaln hukum daln pemberalntalsaln korupsi yalng dilalkukaln secalra l 

konvensionall selalmal ini terbukti mengallalmi berbalgali halmbaltaln. Untuk itu, 

diperlukaln metode penegalkaln hukum lualr bialsal melallui pembentukaln sebua lh 

baldaln negalral yalng mempunyali kewenalngaln luals, independen, sertal bebals dalri 

kekualsalaln malnalpun dallalm melalkukaln pemberalntalsaln korupsi, mengingalt korupsi 

sudalh dikaltegorikaln sebalgali extralordinalry crime . 

Kalrenal itu, UU No. 30 Talhun 2002 mengalmalnaltkaln pembentukaln pengaldila ln 

Tindalk Pidalnal Korupsi yalng bertugals daln berwenalng memeriksal daln memutus 

tindalk pidalnal korupsi. Sementalral untuk penuntutalnnyal, dialjukaln oleh Komisi 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi (KPK) yalng terdiri dalri Ketual daln 4 Walkil 

Ketual yalng malsing-malsing membalwalhi empalt bidalng, yalkni Pencegalhaln, 

Penindalkaln, Informalsi daln Daltal, Pengalwalsaln internall daln Pengaldualn malsyalralkalt. 

Dalri ke empalt bidalng itu, bidalng penindalkaln bertugals melalkukaln penyidikaln da ln 

penuntutaln. Tenalgal penyidiknyal dialmbil dalri Kepolisia ln daln Keja lksalaln RI. 

Sementalral khusus untuk penuntutaln, tenalgal yalng dialmbil aldallalh pejalbalt 

fungsionall Kejalksalaln. Haldirnya l KPK menalndali perubalhaln fundalmentall dalla lm 

hukum alcalral pidalnal, alntalral lalin di bidalng penyidikaln. 
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5. Struktur Orgalnisalsi Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

Berikut ini nalmal- nalmal Pejalbalt paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung: 
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III.    METODE PENELITIAlN DAlN PRAlKTIK KERJAl LAlPAlNGAlN 

 

A. Metode Penelitialn 

  

1. Jenis Penelitialn  

 

Paldal penelitialn  kalli ini Jenis penelitialn yalng digunalkaln menggunalkaln dual jenis 

pendekaltaln, yalitu pendekaltaln yuridis normaltif daln pendekaltaln yuridis empiris.  

 

al. Pendekaltaln Yuridis Normaltif 

 

Pendekaltaln yuridis normaltif merupalkaln sualtu pendekaltaln penelitialn hukum 

kepustalkalaln dengaln calral membalcal, memalhalmi daln mengalnallisal doktrin, alsals-

alsals hukum, normal-normal, Undalng–Undalng Nomor 35 talhun 2014 tentalng 

perlindungaln alnalk perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 

tentalng perlindungaln alnalk, Kitalb Undalngundalng Hukum Pidalnal (KUHP), 

Kitalb Undalng-undalng Hukum Alcalral Pidalnal (KUHAlP) sertal peralturaln lalin 

Yalng berkalitaln dengaln malsallalh yalng alkaln diteliti. Pendekaltaln tersebut 

dilalkukaln algalr dalpalt mengelempokkaln daln mempelaljalri berbalgali ma lca lm 

toeri-teori daln literaltur yalng eralt hubungalnnyal dengaln malsallalh yalng alkaln 

diteliti.26  

                                                             
26 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012 hlm 14 



 
 

57 
 

 

b. Pendekaltaln Yuridis Empiris 

  

Pendekaltaln yuridis empiris merupalkaln sualtu pendekaltaln penelitialn terhaldalp 

identifikalsi hukum daln efektivitals hukum yalng dilalkukaln dengaln calral meneliti 

daln mengumpulkaln daltal primer yalng diperoleh secalral lalngsung melallui 

penelitialn dengaln calral observalsi terhaldalp permalsallalhaln yalng dibalhals. 

 

2. Pendekaltaln Malsallalh 

 

Pendekaltaln malsallalh yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu dengaln calra l 

pendekaltaln kalsus (calse alpproalch), yalng malnal pendekaltaln kalsus ini memiliki 

tujualn untuk mempelaljalri normal-normal dallalm pralktik hukum yalng lebih 

fokuskaln mengenali kalsus-kalsus yalng telalh diputus yalng dalpalt dilihalt dalla lm 

yurisprudensi terhaldalp perkalral-perkalral yalng menjaldi fokus penelitialn.27 Jenis 

penelitialn ini dipergunalkaln, kalrenal peneliti alkaln mengalnallisis Kalsus Palda l 

Putusaln Pengaldilaln Negeri Talnjung Kalralng Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) 

tentalng Tindalk Pidalnal Dengaln Kekeralsaln Berbualt Calbul Terhaldalp Alnalk Di 

Balwalh Umur. 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia 

Publshing, 2008), hlm. 268 
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3. Sumber daln Jenis Daltal 

 

Jenis daltal dilihalt dalri sumbernya l, dalpalt dibedalkaln alntalral daltal yalng alkaln 

diperoleh lalngsung dalri malsyalralkalt daln daltal yalng diperoleh dalri balhaln pustalkal.28 

Sumber daltal yalng dipergunalkaln dallalm penulisaln skripsi ini berupal daltal primer 

daln daltal sekunder.  

 1.. Daltal primer  

Daltal Primer merupalkaln sualtu daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri 

lalpalngaln terutalmal dalri oralng-oralng yalng berkalitaln dalngaln malsallalh yalng alka ln 

ditelti dallalm penulisaln skripsi. Daltal Primer ini alkaln dialmbil dalri walwalncalra l 

Jalksal di Keja lksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

 2. Daltal sekunder 

Daltal sekunder merupalkaln sualtu daltal yalng diperoleh dalri penelusuraln studi 

kepustalkalaln dengaln mempelaljalri berbalgali literaltur, dokumen resmi da ln 

peralturaln perunndalng-undalngaln yalng berkalitaln dengaln objek penelitialn. Balik 

itu balhaln hukum Primer, balhaln hukum sekunder, daln balhaln hukum tersier.   

al. Balhaln Hukum Primer merupalkaln balhaln hukum yalng mempunyali kekualta ln 

hukum mengikalt, terdiri dalri:  

 1) Undalng-Undalng RI No. 1 talhun 1946 tentalng Peralturaln Hukum Pidalna l 

Selalnjutnyal disebut KUHP 

 2) Undalng-Undalng RI Nomor 8 Talhun 1981 tentalng Kitalb Undalng Undalng 

Hukum Alcalral Pidalnal.  

                                                             
28 Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168 
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 3) Undalng-Undalng RI Nomor 23 Talhun 2002 Jo Undalng-Undalng RI Nomor 

35 Talhun 2014 tentalng Perlidnugaln Alnalk.  

b. Balhaln Hukum Sekunder merupalkaln balhaln hukum yalng dalpalt membalntu 

mengalnallisal daln memalhalmi balhaln hukum primer,seperti:Studi kalsus palda l 

putusaln pengaldilaln berkalitaln dengaln kekeralsaln seksuall paldal alnalk (Studi 

Putusaln Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk) 

c. Balhaln Hukum Tersier aldallalh balhaln hukum yalng fungsinyal melengkalpi 

balhaln hukum primer, seperti teori-teori, daln pendalpalt-pendalpalt dalri palra l 

salrjalnal altalu alhli hukum, literaltur, kalmus, daln alrtikel dalri internet yalng 

berkalitaln dengaln pokok permbalhalsaln dallalm penelitialn ini. 

 

4. Penentualn Nalsralsumber 

 

Teknik yalng digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal primer dallalm penelitialn ini 

aldallalh walwalncalral terhaldalp palral nalralsumber altalu informaln.Walwalncalral ini 

dilalkalukaln dengaln metode depth Interview (walwalncalral lalngsung secalra l 

mendallalm).Aldalpun nalralsumber altalu responden yalng alkaln diwalwalncalrali aldalla lh 

Jalksal paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 
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5. Prosedur Pengumpulaln daln Pengelolalaln Daltal 

 

Al. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

  

Aldalpun pengumpulaln daltal untuk penelitialn skripsi ini alkaln disesualikaln dengaln 

sumber daltal, malkal prosedur pengumpulaln daltal yalng digunalkaln aldallalh :  

 

al. Studi Kepustalkalaln (Libralry Resealrch).  

 

Studi kepustalkalaln aldallalh prosedur yalng dilalkukaln dengaln seralngkalia ln 

kegialtaln seperti membalcal, menelalalh daln mengutip dalri buku-buku literaltur 

sertal melalkukaln pengkaljialn terhaldalp ketentualn peralturaln perundalng-undalnga ln 

terkalit dengaln permalsallalhaln. 

  

b. Studi Lalpalngaln (Field Resealrch).  

 

Studi lalpalngaln merupalkaln penelitialn yalng dilalkukaln dengaln calral walwalncalra l 

(interview) yalitu sebalgali usalhal mengumpulkaln daltal dengaln mengaljuka ln 

pertalnyalaln secalral lisaln altalu tertulis. Walwalncalral alkaln dialjukaln kepaldal Halkim 

Pengaldilaln Tinggi Lalmpung, Lembalgal Aldvokalsi Alnalk daln Dosen balgia ln 

Hukum Pidalnal Falkultals Hukum Universitals Lalmpung. 

 

c. Pengelolalhaln Daltal 

  

Pengolalhaln daltal dilalkukaln untuk mempermudalh alnallisis daltal yalng telalh 

diperoleh sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. Pengolalhaln daltal dilalkuka ln 

dengaln talhalpaln sebalgali berikut:  
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1. Seleksi daltal, aldallalh kegialtaln pemeriksalaln untuk mengetalhui kelengkalpa ln 

daltal selalnjutnyal daltal dipilih sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti dallalm 

penelitialn ini.  

2. Klalsifikalsi daltal, aldallalh kegialtaln penempaltaln daltal menurut 

kelompokkelompok yalng telalh ditetalpkaln dallalm ralngkal memperoleh daltal 

yalng benalrbenalr diperlukaln daln alkuralt untuk dialnallisis lebih lalnjut.  

3. Sistemaltisalsi, aldallalh kegialtaln menyusun daltal yalng salling berhubungaln daln 

merupalkaln saltu kesaltualn yalng bulalt daln terpaldu paldal sub pokok pembalhalsaln 

sehinggal mempermudalh interpretalsi daltal. 

 

6. Alnallisis Daltal 

 

Alnallisis daltal merupalkaln lalngkalh lalnjut setelalh melalkukaln penelitialn. Menurut 

Soerjono Soekalnto, alnallisis daltal aldallalh menguralikaln daltal dallalm bentuk kallima lt 

yalng tersusun secalral sistemaltik, jelals daln terperici yalng kemudialn 

diinterprestalsikaln untuk memperoleh sualtu kesimpulaln. Alnallisis daltal yalng 

dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh alnallisis kuallitaltif daln penalrikaln 

kesimpulaln dilalkukaln dengaln metode induktif, yalng menguralikaln hall-hall yalng 

bersifalt khusus ke hall-hall yalng bersifalt umum sesuali dengaln permalsallalhaln yalng 

dibalhals da lla lm penelitia ln ini.  
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B. Metode Pralktek Kerjal Lalpalngaln 

 

1. Walktu daln Tempalt Pelalksalnalaln 

Kegialtaln malgalng dilalkukaln selalmal 2 bulaln, selalmal halri kerjal dalri halri Senin-

Jumalt pukul 08.00 – 16.00 yalng dila lksalnalkaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung berallalmalt di Jl. Pulalu Sebesi No. 93 Kel. Sukalralme Kec. Sukalralme 

Kotal Balndalr Lalmpung. 

 

2. Metode Pelalksalnalaln 

Kegialtaln malgalng merdekal yalng dilalkukaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung ini dibimbing oleh dosen sebalgali penalnggung jalwalb dalri kegialta ln 

malgalng yalng halrus sesuali dengaln peralturaln yalng sudalh ditetalpkaln da ln 

pembimbing lalpalngaln sebalgali pihalk dalri Kejalksalaln Negeri untuk 

membimbing secalral lalngsung selalmal proses malgalng berlalngsung.  

 al. Pralktik Kerjal 

Metode pelalksalaln pralktik malgalng instalnsi ini dilalkukaln dengaln 

meneralplaln tridhalrmal pergurualn tinggi sesuali dengaln pendidikaln, 

penelitialn daln pengalbdialn yalng ditetalpkaln terutalmal untuk palral pesertal 

malgalng mempelaljalri Hukum Alcalral balik pidalnal malupun perdaltal di 

instalnsi tempalt malgalngnyal malsing-malsing.  

 b. Dokumentalsi 
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Metode pelalksalnalaln dokumentalsi dilalkukaln dengaln tujualn untuk 

melengkalpi informalsi yalng diperoleh algalr lebih lengkalp sertal menunjalng 

kebenalraln daln keteralngaln yalng diberikaln sesuali dengaln topik yalng 

dibalhals. 

 

3. Tujualn Malgalng 

 

Aldalpun tujualn kegialtaln malgalng merdekal belaljalr kalmpus merdekal ini aldallalh 

untuk memberikaln pengallalma ln kepaldal malhalsiswal mengenali dunial kerja l 

khususnyal di Instalnsi hukum dallalm hall ini Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

sekalligus memperdallalm sekalligus mengalsalh kemalmpualn balik secalral halrdskill 

malupun softskill berkenalaln dengaln pralktik beralcalral di Pengaldilaln sesuali dengaln 

hukum normaltif daln/altalu pengetalhualn hukum yalng sudalh didalpaltkaln dalla lm 

perkulialhaln. 

 

4. Malnfalalt Malgalng Kerjal 

 

Aldalpun malnfalalt kegialtaln malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut: 

 

al.  Balgi Malhalsiswal  

Malnfalalt dalri sisi malhalsiswal aldallalh sebalgali salralnal laltihaln daln peneralpaln ilmu 

yalng didalpalt di perkulialhaln daln falsilitals talmbalhaln balgi ma lhalsiswal untuk 

menalmbalh pengetalhualn, walwalsaln daln pengallalmaln di dunial kerjal dibidalng 

hukum. 
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b. Balgi Pergurualn Tinggi Alsall 

Dengaln aldalnyal progralm malgalng ini ma lkal alkaln muncul hubungaln kerjalsalma l 

yalng balik alntalral pergurualn tinggi dengaln instalnsi malgalng sertal terciptalnya l 

lulusaln malhalsiswal yalng memiliki pengallalmaln kerjal daln teralmpil sesua li 

dengaln kebutuhaln kerjal nalntinyal. 

c. Balgi Instalnsi Malgalng 

Progralm malgalng ini alkaln menciptalkaln hubungaln kerjalsalmal yalng balik alntalral 

Pergurualn Tinggi Universitals Lalmpung dengaln Instalnsi Malgalng yalitu 

Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung. 



 
 

 

 

 

V.    PENUTUP 

 

A. Kesimpulaln 

 

Aldalpun kesimpulaln yalng dalpalt ditalrik berdalsalrkaln rumusaln malsallalh daln halsil 

pembalhalsaln, sebalgali berikut:  

1. Peneralpaln tindalk pidalnal dengaln kekeralsaln berbualt calbul terhaldalp alnalk di 

balwalh umur (Studi Kalsus Putusaln Nomor 1562/Pid.Sus/2019/PN Tjk), 

sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 82 (1) Undalng-Undalng Republik Indonesia l 

Nomor 17 Talhun 2016 Tentalng Penetalpaln Peralturaln Pemerintalh Penggalnti 

Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 2016 Tentalng Perubalhaln Kedual Altals 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng Perlindungaln Alnalk Daln 

Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1981 Tentalng Hukum Alcalral Pidalnal Sertal 

Peralturaln Perundalng-Undalngaln lalin yalng bersalngkutaln. sebalgali lex 

speciallis. Halkim meneralpkaln ketentualn tersebut berdalsalrkaln penuntutaln dalri 

jalksal sebalgali pihalk yalng membuktikaln dalri rumusaln Palsall-palsall dengaln 

unsurunsurnyal, keteralngaln salksi, ketealngaln alhli daln tuntutaln yalng dialjukaln 

penuntut umum. Perihall salnksi dalri tindalk pidalnal, halkim dallalm meneralpka ln 

ketentualn tersebut, sebalgalimalnal yalng tercalntum dallalm almalr putusaln juga l 

didalsalrkaln paldal pembuktialn dallalm persidalngaln. 
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2. Pertimbalngaln halkim dallalm putusaln ini (tindalk pidalnal dengaln kekeralsa ln 

berbualt calbul terhaldalp alnalk di balwalh umur), sebelum menalrik almalr tindalk 

pidalnal, yalitu didalsalrkaln paldal suralt dalkwalaln jalksal, keteralngaln salksi (balik 

keteralngaln korbaln malupun keteralngaln terdalkwal), keteralngaln alhli (balik 

keteralngaln alhli penuntut umum malupun keteralngaln alhli penalsehalt hukum),  

bukti suralt daln balralng bukti (berupal palkalialn dalri korbaln daln terdalkwal, sertal 

mejal yalng di gunalkaln untuk mengaljalr alnalk-alnalk mengalji), tuntutaln jalksal, 

daln allalsaln pengecuallialn (pemberaltaln daln penalmbalhaln pidalnal). 

 

B. Salraln 

 

Berdalsalrkaln dalri kesimpula ln dialtals, malkal penulis menyalralnkaln beberalpal ha ll 

sebalgali berikut:  

1. Mejelis Halkim tidalk sertal mertal berdalsalr paldal suralt tuntutaln Jalksal Penuntut 

Umum dallalm menjaltuhkaln pidalnal. Melalinkaln jugal paldal allalt bukti ya lng salh 

ditalmbalh dengaln keyalkinaln halkim. Halkim halrus lebih pekal untuk melihalt 

falktal-falktal alpal yalng timbul paldal salalt persidalngaln, sehinggal dalri falktal yalng 

timbul tersebut menimbulkaln keya lkinaln halkim untuk memberikaln hukuma ln 

yalng sealdil-aldilnyal. Halkim halrus malmpu memberikaln efek jeral, balik balgi 

terdalkwal untuk tidalk lalgi melalkukaln perbualtalnnyal, malupun balgi malsyalralkalt 

algalr talkut untuk mela lkukaln tindalk pidalnal.  

2. Dihalralpkaln kepaldal palral oralng tual algalr lebih meningkaltkaln kewalspaldalaln 

daln pengalwalsaln kepaldal alnalknyal kalrenal seringnyal terjaldi tindalk pidalnal yalng 

tidalk terdugal kalrenal aldalnyal walktu daln kesempaltaln.  
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3. Alnalk sebalgali korbaln tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall halrus mendalpalt 

perhaltialn yalng lebih khusus dalri oralng tual daln oralng-oralng dilingkungaln 

sekitalrnyal algalr alnalk tersebut tetalp percalyal diri sertal dalpalt berprestalsi.  

4. Daltal-daltal yalng diperoleh oleh penulis belum lengkalp, malkal sebaliknyal perlu 

dikembalngkaln.untuk.peneliti.selalnjutnyal
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